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ABSTRAK

Moh. Igbal Shoddiq Al Wahid, 2026: ETIKA KEADILAN AL-QUR’AN DALAM
RELASI KERJA MODERN (STUDI TAFSIR TEMATIK PADA TAFSIR AL-
MISHBAH)

Kata Kunci: Keadilan Al-Qur’an, Relasi Kerja Modern, Tafsir Al-Mishbah

Penelitian ini membahas etika keadilan Al-Qur’an dalam relasi kerja
modern dengan menjadikan Tafsir Al-Mishbah karya M. Quraish Shihab sebagai
sumber utama penafsiran. Latar belakang penelitian ini berangkat dari kenyataan
bahwa relasi kerja modern tidak hanya memuat hubungan administratif dan
ekonomi, tetapi juga persoalan etik yang berkaitan dengan pemenuhan hak,
keseimbangan beban dan imbalan, objektivitas keputusan, serta kejelasan kontrak
kerja.

Fokus penelitian ini adalah: 1.) Bagaimana konsep keadilan dalam Al-
Qur’an berdasarkan Tafsir Al-Mishbah, 2.) Bagaimana indikator keadilan Qur’ani
dapat dirumuskan berdasarkan penafsiran tersebut, 3.) Bagaimana relevansi
indikator tersebut dalam relasi kerja modern.

Adapun pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis
penelitian kepustakaan. Metode yang digunakan adalah tafsir tematik, yaitu
menghimpun dan membaca ayat-ayat yang berkaitan dengan tema keadilan secara
terpadu. Sumber data primer penelitian ini adalah ayat-ayat Al-Qur’an yang relevan
dengan tema keadilan dan penafsirannya dalam Tafsir Al-Mishbah, sedangkan
sumber data sekunder berupa buku, artikel jurnal, dan literatur ilmiah yang
mendukung pembahasan tentang keadilan, tafsir tematik, etika Islam, dan relasi
kerja modern.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1.) keadilan dalam Al-Qur’an tidak
hanya hadir melalui lafadz ‘adl, tetapi juga melalui makna al-qist, a/-mizan, al-
haqq, amanah, larangan kedzaliman, serta prinsip mu‘amalah. 2.) Berdasarkan
pembacaan tersebut, penelitian ini merumuskan empat indikator keadilan Qur’ani,
yaitu pemenuhan hak (a/-huqugq), keseimbangan dan proporsionalitas (a/-mizan),
integritas dan ketidakberpihakan, serta kejelasan dalam transaksi dan kontrak
(mu‘amalah). 3.) Melalui keempat indikator ini relevan dalam membaca relasi kerja
modern karena dapat digunakan sebagai kerangka etik untuk menilai apakah
hubungan antara pekerja dan pemberi kerja telah memenuhi hak, menjaga
keseimbangan, bebas dari penyalahgunaan kuasa, dan dibangun di atas kesepakatan
yang jelas serta tidak merugikan salah satu pihak.
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TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Awal Tengah Akhir Sendiri Latin/Indonesia
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2 < 4 A o ¢d h
) ) S 3 w
2 2 & ¢ y

Untuk menunjukkan bunyi hidup Panjang (mad) dengan cara menuliskan
coretan horizontal (macron) diatas huruf a (1), 7 (), dan u (sf). Contoh 4 Jigs (8

(fisabilillahi), 3455 (Ta‘lamuna).
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BAB1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Relasi kerja modern di Indonesia merupakan bagian dari dinamika
sosial yang terus berkembang seiring dengan perubahan ekonomi dan sistem
ketenagakerjaan. Dalam praktiknya, hubungan antara pekerja dan pemberi
kerja tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga melibatkan interaksi yang
kompleks dalam hal pembagian peran, tanggung jawab, serta pemenuhan hak
masing-masing pihak. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa relasi kerja tidak
selalu berjalan secara ideal, karena dalam berbagai situasi masih ditemukan
perbedaan kepentingan yang dapat memengaruhi keseimbangan hubungan
kerja. Perbedaan ini pada akhirnya dapat memunculkan berbagai persoalan,
seperti beban kerja yang tidak merata, ketidaksesuaian imbalan, serta
ketidakjelasan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban.

Fenomena tersebut tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga dapat
diamati secara empiris. Laporan dari International Labour Organization (ILO)
menunjukkan bahwa pekerja dalam sektor informal dan gig economy
seringkali berada dalam kondisi kerja yang tidak memberikan kepastian
pendapatan serta perlindungan sosial yang memadai.! Dalam konteks ini,
pengemudi ojek online menjadi contoh nyata, Dimana sistem kerja berbasis

algoritma yng diklaim objektif justru berpotensi menciptakan ketidakpastian

! Intenational Labour Office, “Working Time and Work-Life Balance Around the World,”
2022, 26.



dalam distribusi order dan pendapatan, akibat minimnya transparansi
mekanisme yang digunakan. Kondisi serupa juga dialami oleh pekerja
freelance yang kerap menghadapi ketidak jelasan kontrak serta lemahnya
jaminan hukum, sehingga memperlihatkan adanya pola kerentanan yang
berulang dalam berbagai bentuk relasi kerja modern.

Dalam kajian modern, keadilan telah menjadi salah satu konsep utama
yang dibahas dalam berbagai perspektif. John Rawls misalnya, memahami
keadilan sebagai fairness yang menekankan pentingnya distribusi yang setara
serta perlindungan terhadap pihak yang paling rentan dalam suatu sistem
sosial.? Sementara itu, Amartya Sen mengembangkan pendekatan capability
yang melihat keadilan tidak hanya dari distribusi sumber daya, tetapi juga dari
kemampuan individu untuk mencapai kesejahteraan secara nyata.’ Meskipun
kedua pendekatan ini memberikan kontribusi penting dalam memahami
keadilan, penerapannya dalam konteks relasi kerja modern masih memerlukan
kerangka yang lebih operasional, khususnya dalam menilai aspek pemenuhan
hak, keseimbangan antara beban dan imbalan, serta kejelasan dalam hubungan
kerja. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang tidak hanya menjelaskan
keadilan secara konseptual, tetapi juga mampu merumuskan indikator yang
lebih aplikatif dan kontekstual.

Dalam perspektif Al-Qur’an, keadilan tidak hanya dipahami sebagai

nilai moral, tetapi juga berkaitan erat dengan pemenuhan hak secara utuh dalam

2 John Rawls, “JUSTICE AS FAIRNESS,” in 4 Theory of Justice, Original Edition
(Harvard University Press, 1971), 52—53, https://doi.org/10.2307/j.ctvjf9z6v.5.

3 Amartya Sen, Development as Freedom (New York: Oxford University Press, 1999), 3—
11.



berbagai bentuk relasi sosial. Hal ini dapat dilihat dalam Q.S Al-Mutaffifin

ayat 1-3, Allah swt berfirman:

Y %M; ST jjtfmj Y dpg,:,; Lfu\ e st is K Craabal] 2

Artinya: “1. Celakalah orang-orang yang curang (dalam menakar dan
menimbang)!. 2. (Mereka adalah) orang-orang yang apabila menerima
takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. 3. (Sebaliknya,)
apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka
kurangi.”

Ayat ini secara umum menjelaskan tentang kecaman praktik
pengurangan dalam takaran dan timbangan. Ayat tersebut menunjukkan bahwa
setiap bentuk pengurangan hak merupakan tindakan yang bertentangan dengan
prinsip keadilan. Dalam konteks relasi kerja modern, prinsip ini dapat dipahami
sebagai tuntutan untuk memastikan bahwa hak pekerja baik dalam bentuk
upah, beban kerja, maupun perlakuan diberikan secara utuh tanpa pengurangan
sepihak.*

Selain itu, perintah untuk menegakkan keadilan secara menyeluruh

ditegaskan dalam Q.S An-Nahl ayat 90 :

cg} }’./: g;‘-:j‘j /S/ ?}05\5 %t\ %0 ’.a“ L/J:c Lsé-:-,/{j éa:‘.b‘ 69 Z/S s &) 4 \:’ in—,’

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat
kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga)
melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi
pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.”

4 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an Vol. 15
(Jakarta: Lentera Hati, 2002), 121-23.



Dalam hal ini, ayat tersebut menempatkan keadilan sebagai prinsip
normatif dalam kehidupan sosial. Ayat ini menunjukkan bahwa keadilan tidak
bersifat parsial, melainkan harus dioperasionalkan dalam berbagai bentuk
hubungan, termasuk relasi kerja yang melibatkan perbedaan posisi dan
kepentingan.’ Dengan demikian, keadilan dalam Al-Qur’an tidak berhenti pada
tataran normatif, tetapi dapat diturunkan menjadi prinsip-prinsip yang lebih
operasional, seperti pemenuhan hak, keseimbangan dalam distribusi beban dan
imbalan, serta kejelasan dalam hubungan kerja.

Dalam konteks penafsiran, M. Quraish Shihab melalui Tafsir Al-
Mishbah menekankan pentingnya memahami Al-Qur’an secara kontekstual
dengan memperhatikan realitas sosial yang terus berkembang.® Pendekatan ini
hanya berupaya menjelaskan makna tekstual ayat, tetapi juga menempatkan
nilai-nilai Al-Qur’an sebagai prinsip yang dapat dioperasionalkan dalam
kehidupan sosial. Dalam kerangka ini, konsep keadilan tidak berhenti sebagai
ajaran normatif, melainkan dapat diturunkan menjadi indikator yang lebih
konkret, seperti pemenuhan hak, keseimbangan dalam distribusi, serta
kejelasan dalam hubungan sosial. Dengan demikian, penggunaan Tafsir Al-
Mishbah dalam penelitian ini menjadi relevan karena memberikan ruang untuk
menghubungkan antara makna keadilan dalam Al-Qur’an dengan praktik relasi

kerja modern secara lebih aplikatif dan kontekstual.

5 M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur’an : Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat,
Baru (Bandung: Mizan , 2007), xii.

¢ M. Quraish Shihab, Membumikan Al-Qur’an: Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam
Kehidupan Masyarakat (Bandung: Mizan, 1992), 87-90.



Namun demikian, kajian mengenai keadilan Al-Qur’an pada umumnya
masih bersifat konseptual dan belum secara spesifik mengarah pada perumusan
indikator yang jelas, konsep keadilan berpotensi berhenti sebagai prinsip
abstrak yang sulit digunakan untuk mengevaluasi praktik sosial secara konkret,
seperti dalam menilai pemenuhan hak, keseimbangan antara beban dan
imbalan, serta kejelasan dalam hubungan kerja. Oleh karena itu, diperlukan
kajian yang tidak hanya membahas keadilan sebagai nilai normatif, tetapi juga
merumuskannya ke dalam indikator yang dapat digunakan secara sistematis
dalam membaca realitas relasi kerja.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini diarahkan mengkaji etika
keadilan Al-Qur’an dalam relasi kerja modern dengan mengunakan indikator
yang mencakup pemenuhan hak (al-huqug), keseimbangan dan
proporsionalitas (a/-mizan), integritas dan ketidakberpihakan, serta kejelasan
dalam transaksi dan kontrak (mu‘amalah). Melalui pendekatan tafsir tematik
(maudu‘l) dengan rujukan utama Tafsir Al-Mishbah, penelitian ini bertujuan
untuk merumuskan indikator-indikator keadilan Qur’ani yang bersifat
operasional, sehingga dapat digunakan sebagai kerangka analisis dalam

menilai praktik relasi kerja secara lebih sistematis dan kontekstual.

. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan tersebut, maka berikut
adalah fokus penelitian ini disusun untuk penelitian yang akan dilakukan:
1. Bagaimana konsep keadilan dalam Al-Qur’an berdasarkan penafsiran

dalam Tafsir Al-Mishbah karya M. Quraish Shihab?



Bagaimana indikator keadilan Qur’ani dapat dirumuskan berdasarkan
penafsiran tersebut?
Bagaimana relevansi indikator keadilan Qur’ani tersebut dalam konteks

relasi kerja modern?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian tersebut, maka berikut ini merupakan

tujuan dilakukannya penelitian ini:

1.

Untuk menganalisis konsep keadilan dalam Al-Qur’an berdasarkan
penafsiran dalam Tafsir AlI-Mishbah karya M. Quraish Shihab.

Untuk merumuskan indikator keadilan Qur’ani yang mencakup
pemenuhan hak (a/-huqug), keseimbangan dan proporsionalitas (a/-
mizan), integritas dan ketidakberpihakan, serta kejelasan dalam
transaksi dan kontrak (mu‘amalah).

Untuk menganalisis relevansi indikator keadilan Qur’ani tersebut

dalam konteks relasi kerja modern.



D. Manfaat Penelitian
Melalui uraian latar belakang, fokus, dan tujuan penelitian yang telah
dijelaskan sebelumnya, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai
berikut:
1. Manfaat secara teoritis
Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian
ilmu Al-Qur’an dan tafsir, khususnya dalam pendekatan tafsir tematik
(maudu‘l) yang berorientasi pada problem sosial kontemporer. Secara
lebih spesifik, penelitian ini berupaya merumuskan indikator keadilan
Qur’ani yang mencakup pemenuhan hak (al-hugug), keseimbangan dan
proporsionalitas (a/-mizan), integritas dan ketidakberpihakan, serta
kejelasan dalam transaksi dan kontrak (mu‘amalah) berbasis penafsiran
dalam Tafsir Al-Mishbah. Dengan demikian, penelitian ini menghasilkan
kerangka analisis yang lebih operasional dalam membaca dan
mengevaluasi praktik relasi kerja modern.
2. Manfaat secara praktis
a. Bagi peneliti
Penelitian ini mengembangkan kemampuan peneliti dalam
melakukan analisis tematik terhadap ayat-ayat Al-Qur’an serta
merumuskan konsep keadilan Qur’ani ke dalam indikator yang
aplikatif. Selain itu, penelitian ini menjadi sarana untuk menguji
keterkaitan antara penafsiran teks keagamaan dengan realitas

sosial, khususnya dalam konteks relasi kerja modern.



b. Bagi instansi/Lembaga
Penelitian ini dapat menjadi rujukan akademik dalam
pengembangan kajian Al-Qur’an dan tafsir yang lebih kontekstual,
terutama dalam merespon persoalan relasi kerja modern. Selain itu,
indikator keadilan yang dirumuskan dalam penelitian ini dapat
digunakan sebagai kerangka awal dalam menilai praktik hubungan
kerja, khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan hak,
keseimbangan beban kerja, transparansi, serta kejelasan dalam
kontrak kerja.
c. Bagi pembaca
Penelitian ini memberikan kerangka pemahaman yang lebih
sistematis mengenai keadilan dalam Al-Qur’an melalui indikator
yang lebih operasional. Dengan demikian, pembaca tidak hanya
memahami konsep keadilan secara normatif, tetapi juga memiliki
alat analisis untuk mengidentifikasi potensi ketidakadilan dalam
relasi kerja, seperti ketidakseimbanagn beban dan imbalan,

ketidakjelasan kontrak, serta praktik yang tidak objektif.

E. Definisi Istilah

1.

Etika Keadilan Al-Qur’an (a/- ‘adl)

Secara linguistik, term a/- ‘adl berakar dari kata kerja ‘adala yang
mengandung makna dasar seperti istiwa ‘(lurus), tawazun (seimbang), dan
taswiyah (menempatkan sesuatu secara proporsional). ar-Ragib al-

Asfahani dalam a/-Mufradat fi Garib Al-Qur‘an menegaskan bahwa inti



semantik a/-‘adl adalah kondisi di mana sesuatu berada pada tempatnya
secara tepat, tanpa berlebih maupun berkurang.” Dari akar semantik
tersebut a/-‘ad/ dapat dipahami sebagai konsep payung yang mencakup
beberapa dimensi keadilan dalam Al-Qur’an, seperti al-gist (ketepatan
distribusi), al-mizan (keseimbangan dan proporsionalitas), a/-hagq (hak
normatif), serta larangan zalim (ketidakadilan atau pelampauan batas).
Keempat konsep ini bukan sinonim, melainkan dimensi yang melengkapi
dalam membentuk pemahaman keadilan Qur’ani.

Dalam Al-Qur’an, al/-‘adltidak sekedar di posisikan sebagai salah
satu nilai moral, melainkan sebagai prinsip etis yang bersifat fundamental
dalam mengatur kehidupan manusia. Hal ini tercermin dalam Q.S. An-
Nabhl ayat 90 yang menempatkan keadilan sebagai perintah utama dalam
kehidupan sosial, berdampingan dengan 7hsan dan kepedulian terhadap
sesame. Selain itu, Q.S. Al-Hadid ayat 25 menegaskan bahwa
diturunkannya kitab suci dan al-mizan bertujuan agar manusia
menegakkan keadilan (al-gist), yang menunjukkan bahwa keadilan
merupakan orientasi utama dari ajaran Al-Qur’an. Sementara itu, Q.S. Al-
Maidah ayat 8 menekankan bahwa keadilan harus ditegakkan secara
objektif tanpa dipengaruhi oleh kebencian atau kepentingan subjektif,

sehingga menunjukkan sifat keadilan yang tidak berpihak dan konsisiten.

7 Ar-Ragib al-Asfahani , “ A/-Mufradat {7 Garib AI-Qur‘an” (Mesir: Maktabah Syamilah),
551, accessed May 25, 2026, https://shamela.ws/book/23636/533.
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Berdasarkan pengertian tersebut, etika keadilan dalam Al-Qur’an
dalam penelitian ini dimaknai sebagai prinsip moral Qur’ani yang
mengarahkan hubungan manusia agar berjalan secara benar, seimbang,
dan tidak merugikan salah satu pihak. Keadilan tidak hanya dipahami
sebagai persamaan secara mutlak, tetapi juga sebagai pemberian hak
kepada pihak yang berhak, penempatan sesuatu sesuai ukurannya, serta
penjagaan hubungan sosial dari tindakan zalim. Muhammad Rizali
menjelaskan bahwa keadilan merupakan asas penting dalam Islam dan
menjadi dasar dalam hubungan transaksi antarmanusia. la juga
menunjukkan bahwa keadilan dalam Islam berkaitan dengan hak,
keseimbangan, dan proporsionalitas, sehingga tidak selalu berarti
persamaan matematis, tetapi kesesuaian antara hak, kewajiban, manfaat,
kualitas, dan tanggung jawab masing-masing pihak.®

Dengan batasan tersebut, istilah etika keadilan Al-Qur’an dalam
penelitian ini digunakan untuk menunjuk nilai-nilai keadilan yang digali
dari ayat-ayat Al-Qur’an melalui Tafsir AI-Mishbah. Nilai tersebut dibatasi
pada empat arah pembacaan, yaitu pemenuhan hak (al-huquq),
keseimbangan dan proporsionalitas (al-mizan), integritas serta
ketidakberpihakan, dan kejelasan dalam transaksi atau kontrak

(mu‘amalah). Pembatasan ini diperlukan agar makna keadilan dalam

8 Muhammad Rizali, “Makna Asas Keadilan Sebagai Dasar Transaksi Dalam Islam,”
Hadratul Madaniah 9, no. 1 (2022): 2—6.
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penelitian tidak melebar pada seluruh pembahasan keadilan, tetapi tetap
terarah pada relasi kerja modern sebagai konteks kajian.
. Relasi Kerja Modern

Relasi kerja modern dipahami sebagai hubungan antara pihak yang
memberikan pekerjaan dan pihak yang melaksanakan pekerjaan dalam
suatu sistem pertukaran tenaga, tanggung jawab, dan kompensasi. Relasi
ini tidak hanya bersifat administratif atau ekonomis, tetapi juga mencakup
hubungan sosial yang di dalamnya terdapat pembagian hak, kewajiban,
serta pengambilan keputusan yang mengikat para pihak. Karena itu, relasi
kerja dipahami bukan sekadar sebagai aktivitas kerja, melainkan sebagai
bentuk hubungan sosial yang membentuk cara individu menjalankan peran
dan tanggung jawabnya dalam dunia kerja.

Kata modern pada relasi kerja modern tidak hanya merujuk pada
kondisi kerja yang berkembang pada masa sekarang, tetapi juga
menunjukkan karakter hubungan kerja yang memiliki pola dan struktur
tertentu. Relasi ini ditandai oleh adanya kontrak kerja, pertukaran tenaga
dengan kompensasi, serta keberadaan aturan ketegakerjaan yang mengatur
hak dan kewajiban para pihak. Dengan ciri tersebut, relasi kerja modern
dipahami sebagai bentuk hubungan kerja yang berlangsung dalam sistem
yang lebih formal, terstruktur, dan terikat oleh kesepakatan maupun
regulasi.

Berdasarkan pengertian tersebut, relasi kerja modern dipahami

sebagai hubungan antara pemberi kerja dan pekerja yang berlangsung
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dalam sistem kerja kontemporer. Relasi ini ditandai oleh adanya kontrak
kerja, pertukaran tenaga dengan kompensasi, serta aturan yang mengatur
hak dan kewajiban para pihak, tanpa dibatasi pada sektor atau bentuk
pekerjaan tertentu, pada titik ini, relasi kerja modern diposisikan sebagai
konteks sosial tempat prinsip-prinsip etika keadilan Al-Qur’an dibaca dan
diuji relevansinya, bukan sebagai kajian yang berfokus pada aspek
sosiologis atau hukum ketenagakerjaan secara khusus.
F. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini disusun ke dalam lima bab yang saling berkaitan agar alur
pembahasan dapat dipahami secara runtut. Penyusunan tersebut dimulai dari
pengantar persoalan penelitian, dilanjutkan dengan landasan teori dan metode,
kemudian diarahkan pada pembacaan ayat-ayat Al-Qur’an secara tematik
hingga menghasilkan kesimpulan penelitian.

Bab I berisi pendahuluan yang memuat latar belakang penelitian, fokus
kajian, tujuan dan manfaat penelitian, definisi istilah, serta sistematika
pembahasan. Bagian ini menjadi dasar awal untuk memahami arah dan ruang
lingkup penelitian yang dikaji.

Bab II membahas landasam teoritik dan kajian Pustaka yang berkaitan
dengan konsep keadilan dalam Al-Qur’an, tafsir tematik, serta posisi penelitian
di antara kajian-kajian sebelumnya. Pada bagian ini juga dijelaskan kerangka
konspetual yang menjadi pijakan dalam membaca tema keadilan pada relasi

kerja modern.
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Bab III menjelaskan metode penelitian yang digunakan, meliputi jenis
penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, serta langkah kerja tafsir
tematik (maudu‘7) dalam menghimpun dan mengkaji ayat-ayat yang berkaitan
dengan tema penelitian.

Bab IV merupakan bagian inti penelitian yang memuat analisis terhadap
ayat-ayat Al-Qur’an mengenai keadilan dalam relasi kerja modern berdasarkan
penafsiran dalam tafsir Al-Mishbah. Pembahasan pada bab ini disusun secara
tematik untuk merumuskan prinsip-prinsip etika keadilan Qur’ani dalam relasi
kerja.

Bab V berisi penutup yang memuat kesimpulan penelitian, keterbatasan

penelitian, serta saran untuk pengembangan kajian selanjutnya.



BAB 11
KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang berkaitan dengan tema keadilan dan relasi kerja dalam
Al-Qur’an pada umumnya berkembang dalam beberapa arah kajian. Sebagian
penelitian berfokus pada etos kerja dalam perspektif Al-Qur’an, Sebagian
lainnya membahas konsep keadilan Qur’ani dalam kerangka yang lebih
normatif, sementara kajian lain menyoroti hak-hak pekerja, terutama yang
berkaitan dengan upah (ujrah) dan hubungan kerja. Berbagai penelitian
tersebut menunjukkan bahwa tema keadilan dalam relasi kerja telah mendapat
perhatian dalam studi Al-Qur’an, meskipun pembahasannya masih cenderung
terpisah antara aspek etika kerja, konsep keadilan, dan pemenuhan hak pekerja.

Salah satu penelitian yang relevan adalah karya Wasiatur Rohmah
berjudul Etos Kerja dalam Al-Qur’an (Perspektif Tafsir at-Tahrir wa at-
Tanwir) (2024). Penelitian ini berfokus pada penghimpunan ayat-ayat tentang
etos kerja serta analisis penafsiran mufasir terhadap ayat-ayat tersebut. Kajian
ini memiliki relevansi metodologis dengan penelitian yang dilakukan karena
sama-sama menggunakan pendekatan tafsir tematik dalam menghimpun dan
menganalisis ayat. Namun, penelitian tersebut lebih diarahkan pada
pembentukan etos dan karakter kerja, sehingga belum membahas keadilan

Qur’ani dalam relasi kerja sebagai kerangka etik yang bersifat operasional.’

 Wasiatur Rohmah, “Etos Kerja Dalam Al-Qur’an (Perspektif Tafsir Al-Tahrir Wa At-
Tanwir)” (UIN KHAS Jember, 2024).

14
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Kajian lain dilakukan oleh Moh. Sugiharto melalui penelitian berjudul
Pemikiran M. Quraish Shihab tentang Ayat-Ayat Etos Kerja dalam Tafsir Al-
Mishbah (2010). Penelitian ini membahas penafsiran ayat-ayat kerja dalam
tafsir AlI-Mishbah dengan menitikberatkan pada nilai-nilai etos kerja yang
terkandung di dalamnya. Kesamaan penelitian ini terletak pada penggunaan
tafsir Al-Mishbah sebagai sumber utama penafsiran. Meskipun demikian,
pembahasannya masih berfokus pada etos kerja dan belum menempatkan
keadilan Qur’ani dalam relasi kerja sebagai fokus utama kajian. '

Kajian mengenai hak pekerja dalam perspektif Al-Qur’an juga
dilakukan oleh Dwi Khalimas Segar melalui penelitian berjudul Penafsiran M.
Quraish Shihab terhadap Ayat-Ayat Upah dalam Al-Qur’an (2019). Penelitian
ini membahas konsep upah sebagai bagian dari pemenuhan hak pekerja
berdasarkan penafsiran dalam Tafsir Al-Mishbah. Relevansi penelitian tersebut
terletak pada pembahasannya yang telah menyentuh aspek hak dalam relasi
kerja secara lebih konkret. Meski demikian, kajian yang dilakukan masih
berfokus pada persoalan upah, sehingga pembahasan mengenai keadilan
Qur’ani dalam relasi kerja belum dikembangkan dalam kerangka indikator
yang lebih menyeluruh.!!

Pembahasan mengenai konsep keadilan Qur’ani juga dilakukan oleh
Alfionitazkiyah dalam penelitian berjudul Keadilan dalam Al-Qur’an (Analisis

Kata Al-qist pada berbagai Ayat) (2014). Penelitian ini menelaah makna a/-

10 Moh. Sugiharto, “Pemikiran M.Quraish Shihab Tentang Ayat-Ayat Etos Kerja Dalam
Tafsir Al-Mishbah” (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2010).

' Dwi Khalimas Segar, “Penafsiran M. Quraish Shihab Terhadap Ayat-Ayat Upah Dalam
Al-Qur’an” (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019).
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gist dalam Al-Qur’an melalui pendekatan terminologis untuk memahami
konsep keadilan secara lebih konseptual. Kajian tersebut memiliki keterkaitan
dengan penelitian yang dilakukan karena sama-sama membahas tema keadilan
dalam Al-Qur’an. Namun, pembahasannya masih terfokus pada aspek
semantik dan konseptual, sehingga belum diarahkan pada pembacaan keadilan
Qur’ani dalam konteks relasi kerja modern. '?

Kajian lain dilakukan oleh Mustafa Khamal melalui tesis berjudul
Kajian Ayat-Ayat tentang Keadilan dalam Al-Qur’an (Tinjauan Tafsir Adabi
Ijitima’j) (2025). Penelitian ini menunjukkan bahwa konsep keadilan Qur’ani
dapat dibaca dalam kerangka sosial yang lebih luas melalui pendekatan tafsir
sosial kemasyarakatan. Relevansi penelitian tersebut terletak pada upayanya
menghubungkan nilai keadilan Al-Qur’an dengan realitas sosial. Meskipun
demikian, pembahasannya masih berada pada level konseptual dan belum
diarahkan secara khusus pada relasi kerja modern sebagai ruang penerapan
keadilan Qur’ani."

Berdasarkan telaah tersebut, dapat dilihat bahwa penelitian terdahulu
umumnya masih bergerak pada pembahasan etos kerja, konsep keadilan secara
normatif, atau hak pekerja dalam aspek tertentu seperti upah. Sementara itu,
pembacaan keadilan Qur’ani sebagai kerangka etik yang operasional dalam
relasi kerja modern masih belum banyak dikembangkan. Karena itu, penelitian

ini diarahkan untuk menghubungkan konsep keadilan Qur’ani dengan relasi

12 Alfionitazkiyah, “Keadilan Dalam Al-Qur’an (Analisis Kata A/-gisth Pada Berbagai
Ayat)” (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014).

13 Mustafa Khamal, “Kajian Ayat-Ayat Tentang Keadilan Dalam Al- Qur’an (Tinjauan
Tafsir Adabi Ijtima’i )” (UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2025).
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kerja modern melalui pendekatan tafsir tematik dengan rujukan utama Tafsir
Al-Mishbah.

Tabel 2. 1 Persamaan dan Perbedaan Studi Terdahulu

No. Nama, Tahun, Persamaan Perbedaan
Judul
1. | Wasiatur Rohmah | Sama-sama Penelitian ini berfokus
(2024), Etos Kerja | mengguanakan pada etos kerja sebagai
dalam Al-Qur’an | pendekatan tafsir | nilai moral individual,

tematik  (maudu) | sedangkan  penelitian
dalam menghimpun | yang dilakukan
dan menganalisis | membahasa  keadilan
ayat-ayat Al-Qur’an | Qur’ani dalam relasi
yang berkaitan | kerja modern.

dengan dunia kerja.

2. | Moh. Sugiharto | Sama-sama Penelitian ini membahas
(2010), Etos Kerja | menggunakan Tafsir | etos kerja dalam
dalam Tafsir Al- | Al-Mishbah sebagai | perspektif penafsiran M.
Mishbah rujukan utama dalam | Quraish Shihab,
memahami ayat-ayat | sedangkan  penelitian
Al-Qur’an. yang dilakukan
menitikberatkan ~ pada
indikator keadilan dalam

relasi kerja.

3. | Dwi Khalimas | Sama-sama Penelitian ini berfokus
Segar (2019), | membahas hak | pada  upah  sebagai
Ayat-Ayat  Upah | pekerja dan | bentuk kompensasi
dalam Al-Qur’an | menggunakan ekonomi, sedangkan

penafsiran Al-Qur’an | penelitian yang
dalam konteks | dilakukan =~ membahas

hubungan kerja. keadilan relasi kerja
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dalam kerangka yang
lebih luas.

4. | Alfionitazkiyah Sama-sama Penelitian ini membahas

(2014), Keadilan | membahas  konsep | keadilan secara konsep

dalam Al-Qur’an | keadila dalam | umum, sedangkan
perspektif Al-Qur’an. | penelitian yang
dilakukan

mengaitkannya dengan

relasi kerja modern.

5. | Mustafa Khamal | Sama-sama Penelitian ini
(2025), Kajian | membahas keadilan | menempatkan keadilan
Ayat-Ayat tentang | Qur’ani dalam | dalam kerangka sosial
Keadilan  dalam | konteks sosial. umum, sedangkan
Al-Qur’an penelitian yang
dilakukan memfokuskan
pembahasan pada relasi
kerja modern dengan
pendekatan tafsir

tematik.

Kajian Teori
1. Relasi Kerja Modern dalam Perspektif Etika Sosial
a. Relasi Kerja Modern sebagai Relasi Sosial
Dalam kehidupan sosial-ekonomi modern, kerja tidak hanya
dipahami sebagai aktivitas individual, tetapi juga sebagai hubungan
antara pihak yang memberikan pekerjaan dan pihak yang
melaksanakan pekerjaan tersebut. Secara yuridis, Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mendefinisikan
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hubungan kerja sebagai hubungan antara pengusaha dan pekerja atau
buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan,
upah, dan perintah. Dengan pengertian ini, relasi kerja sejak awal
memuat pertukaran tenaga, imbalan, serta otoritas yang mengatur
pelaksanaan pekerjaan.'*

Dalam konteks modern, relasi kerja umumnya diformalkan
melalui kontrak atau perjanjian kerja. Kontrak kerja berfungsi sebagai
dasar hukum yang mengatur hubungan antara pekerja dan pemberi
kerja, termasuk hak, kewajiban, jenis pekerjaan, durasi kerja, upah,
jam kerja, jaminan sosial, cuti, keselamatan kerja, dan mekanisme
penyelesaian sengketa.!> Karena itu, hubungan kerja tidak lagi hanya
bertumpu pada hubungan personal, tetapi juga pada mekanisme legal
dan administratif yang mengikat para pihak.

Salah satu ciri penting dalam relasi kerja modern adalah adanya
unsur subordinasi. Dalam hubungan kerja, pekerja berada dalam
posisi melaksanakan pekerjaan berdasarkan perintah atau arahan dari
pemberi kerja, sementara pemberi kerja memiliki wewenang untuk
mengatur syarat kerja dan menilai pelaksanaan pekerjaan. Unsur ini
membedakan hubungan kerja dari hubungan kemitraan yang secara

ideal dipahami lebih setara.'® Karena itu, relasi kerja tidak sepenuhnya

14 “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan”
(2003), https://jdih.kemnaker.go.id/asset/data_puu/peraturan_file 13.pdf.

15 Rena Putri Nirwana and Ratih Damayanti, “Kontrak Kerja Serta Perlindungan Hukum
Hak Dan Kewajiban Pekerja Dalam Sistem Ketenagakerjaan Di Indonesia,” Media Hukum
Indonesia (MHI) 2, no. 4 (2024): 523-25.

16 Nirwana and Damayanti, 525-26.
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dapat dibaca sebagai hubungan antara dua pihak yang memiliki posisi
sama kuat.

Dalam perkembangan kerja kontemporer, ketimpangan posisi
tersebut tidak selalu muncul secara terbuka. Pada sebagian bentuk
kerja modern, terutama kerja berbasis platform digital, relasi kerja
dapat dibingkai sebagai kemitraan, tetapi dalam praktiknya tetap
memuat kontrol yang kuat melalui sistem digital, algoritma, penilaian
performa, penalti, atau pemutusan akses secara sepihak. Kondisi ini
memperlihatkan bahwa bentuk formal suatu hubungan tidak selalu
mencerminkan posisi riil para pihak di dalamnya.'’

Karena itu, keberadaan kontrak tidak selalu cukup untuk
menunjukkan bahwa relasi kerja telah berjalan secara adil. Kontrak
memang memberi dasar formal bagi hak dan kewajiban, tetapi isi dan
proses pembentukannya tetap perlu dilihat secara kritis. Jika kontrak
disusun terutama oleh pihak yang memiliki posisi lebih kuat,
sementara pekerja memiliki ruang negosiasi dan akses informasi yang
terbatas, maka hubungan kerja dapat terlihat sah secara administratif;
tetapi tetap menyimpan masalah etik.'® Pada titik ini, relasi kerja
modern perlu dipahami bukan hanya sebagai hubungan hukum dan
ekonomi, tetapi juga sebagai relasi sosial yang memuat persoalan hak,

kewajiban, kuasa, dan tanggung jawab antarpihak.

17 Ni Nengah Eilsa Ayu Mediana and Ni Komang Irma Adi Sukmaningsih, “Gig Economy
Dalam Hukum Ketenagakerjaan Sebagai Tantangan Baru Dalam Dunia Bisnis Digital,” Journal of
Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS) 5, no. 1 (2026): 5826.

1% Mediana and Sukmaningsih, 5863.
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b. Problematika Etis dalam Relasi Kerja Modern

Relasi kerja modern tidak hanya menghadirkan persoalan
hukum dan administratif, tetapi juga persoalan etis yang berkaitan
dengan keadilan dalam hubungan kerja. Secara hukum, kontrak kerja
memang berfungsi mengatur hak dan kewajiban antara pekerja dan
pemberi kerja. Dalam kajian tentang kontrak kerja, kontrak dipahami
sebagai perjanjian tertulis yang memuat berbagai aspek hubungan
kerja, seperti deskripsi pekerjaan, masa kerja, gaji, tunjangan, jam
kerja, cuti, jaminan sosial, keselamatan kerja, penyelesaian sengketa,
dan pemutusan hubungan kerja. Dengan adanya kontrak, hak dan
kewajiban para pihak menjadi lebih jelas dan terlindungi.

Namun, kejelasan hukum belum selalu cukup untuk membaca
keadilan dalam relasi kerja. Sebuah hubungan kerja dapat memiliki
bentuk administratif yang sah, tetapi tetap menyimpan persoalan etik
apabila hak dan kewajiban di dalamnya tidak dijalankan secara
seimbang. Muhammad Rizali menjelaskan bahwa Islam menjadikan
keadilan sebagai dasar dalam transaksi agar seseorang tidak memakan
hak orang lain dengan cara yang batil. Ia juga menegaskan bahwa akad
pertukaran hanya akan berjalan baik apabila dilandasi oleh nilai
keadilan.® Dalam konteks relasi kerja, pandangan ini membantu

menjelaskan bahwa hubungan kerja tidak cukup dinilai dari

% Nirwana and Damayanti, “Kontrak Kerja Serta Perlindungan Hukum Hak Dan
Kewajiban Pekerja Dalam Sistem Ketenagakerjaan Di Indonesia,” 523-209.
20 Rizali, “Makna Asas Keadilan Sebagai Dasar Transaksi Dalam Islam,” 1-2.
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keberadaan kontrak, tetapi juga dari apakah kontrak tersebut menjaga
hak para pihak secara adil.

Salah satu problem etis dalam relasi kerja modern tampak pada
dimensi kontraktual. Kontrak kerja dapat menjadi alat perlindungan
apabila memuat hak dan kewajiban secara jelas. Akan tetapi, kontrak
juga dapat menjadi ruang ketimpangan apabila pekerja tidak
memahami isi kesepakatan, tidak memiliki ruang negosiasi yang
cukup, atau berada dalam posisi yang lebih lemah dibanding pemberi
kerja. Karena itu, relasi kerja tidak cukup dibaca dari sisi legal-
formalnya saja. Ia juga perlu dipahami dari dimensi etis, terutama
apakah kesepakatan itu dibuat secara jelas, jujur, dan tidak merugikan
salah satu pihak.

Problem berikutnya tampak pada ketidakseimbangan antara
beban kerja, tanggung jawab, dan kompensasi yang diterima pekerja.
Dalam kajian tentang asas keadilan transaksi Islam, Rizali
menjelaskan bahwa keadilan tidak selalu berarti persamaan yang
bersifat matematis. Keadilan lebih dekat dengan proporsionalitas,
yaitu pemberian hak dan kewajiban sesuai ukuran, kualitas, manfaat,
dan tanggung jawab masing-masing pihak.>! Pemahaman ini penting
untuk membaca relasi kerja, sebab beban dan tanggung jawab yang

berbeda tidak selalu harus menghasilkan imbalan yang sama, tetapi

21 Rizali, 4.
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harus tetap berada dalam ukuran yang wajar dan dapat
dipertanggungjawabkan.

Relasi kerja modern juga menghadirkan problem etis yang
berkaitan dengan diskriminasi dan keberpihakan dalam pengambilan
keputusan. Keputusan seperti rekrutmen, promosi, pembagian
tanggung jawab, hingga pemutusan hubungan kerja pada dasarnya
menuntut adanya pertimbangan yang objektif dan relevan. Namun
dalam praktiknya, keputusan-keputusan tersebut tidak selalu terbebas
dari pengaruh factor subjektif, seperti kedekatan personal,
kepentingan tertentu, maupun identitas sosial pihak yang terlibat.

Dalam praktik relasi kerja, ketimpangan dapat muncul ketika
beban dan risiko kerja meningkat, tetapi hak, kompensasi, atau
perlindungan pekerja tidak ikut disesuaikan. Persoalan seperti ini
tidak cukup dibaca sebagai persoalan manajemen, karena menyangkut
keadilan dalam pertukaran hak dan kewajiban. Penelitian Wahibur
Rokhman tentang etika kerja Islam dan keadilan organisasi
menunjukkan bahwa keadilan organisasi mencakup dimensi
distributif, prosedural, dan interaksional. Penelitian itu juga
menunjukkan bahwa persepsi keadilan dalam organisasi berpengaruh

terhadap etika kerja Islam yang dirasakan karyawan.?

22 Wahibur Rokhman, “Etika Kerja Islam Dan Keadilan Organisasi : Studi Pada BMT Di
Kabupaten Kudus,” Penelitian 9, no. 1 (2015): 177.
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Relasi kerja modern juga menghadirkan problem etis dalam
pengambilan keputusan. Keputusan seperti rekrutmen, promosi,
pembagian tanggung jawab, penilaian kinerja, pemberian sanksi, dan
pemutusan hubungan kerja pada dasarnya menuntut pertimbangan
yang objektif. Akan tetapi, keputusan-keputusan tersebut dapat
dipengaruhi oleh faktor subjektif, seperti kedekatan personal,
kepentingan tertentu, prasangka, atau identitas sosial pihak yang
terlibat. Jika hal itu terjadi, keputusan kerja dapat tampak sah secara
prosedural, tetapi belum tentu adil secara etik.

Dalam kerangka keadilan organisasi, dimensi prosedural dan
interaksional menjadi penting untuk membaca persoalan tersebut.
Rokhman menjelaskan bahwa penggunaan prosedur yang tepat dalam
pembagian sumber daya organisasi berpengaruh terhadap perilaku etis
karyawan. la juga menunjukkan bahwa semakin karyawan
diperlakukan secara adil dalam hubungan sosial organisasi, semakin
kuat pula kecenderungan mereka untuk menjunjung etika kerja.?
Dengan demikian, problem keberpihakan dalam keputusan kerja tidak
cukup diukur dari ada atau tidaknya aturan, tetapi juga dari apakah
prosedur dan perlakuan di dalam organisasi berjalan secara adil.

Berbagai persoalan tersebut menunjukkan bahwa relasi kerja
modern tidak cukup dipahami hanya sebagai hubungan administratif

dan ekonomis. Hukum ketenagakerjaan tetap penting karena memberi

23 Rokhman, 177.
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batas formal bagi hak dan kewajiban para pihak. Namun, tidak semua
bentuk ketidakadilan dapat dikenali hanya melalui ukuran legal-
formal. Ketidakjelasan kontrak, ketidakseimbangan kompensasi,
beban yang tidak proporsional, serta keputusan yang bias sering kali
bekerja dalam ruang yang tampak biasa secara prosedural, tetapi
bermasalah secara etik.

Karena itu, relasi kerja modern perlu dibaca melalui perspektif
etika sosial. Dalam konteks penelitian ini, etika keadilan Qur’ani
menjadi relevan karena menyediakan dasar moral untuk melihat
hubungan kerja sebagai relasi yang memuat hak, kewajiban,
keseimbangan, amanah, dan tanggung jawab antarpihak. Pembahasan
ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan hukum ketenagakerjaan,
tetapi untuk melengkapi pembacaan formal dengan pertimbangan etik
yang lebih mendasar. Dengan cara ini, problem relasi kerja modern
dapat dipahami bukan hanya sebagai persoalan kontrak dan
administrasi, tetapi juga sebagai persoalan keadilan dalam hubungan

manusia.

2. Tafsir Tematik dan Tafsir Al-Mishbah sebagai Perspektif Analitis

a.

Tafsir Tematik (Maudu 7)

Salah satu pendekatan yang berkembang dalam studi tafsir
kontemporer adalah tafsir tematik (maudu). Abd al-Hayy al-
Farmawi mendefinisikan tafsir maudhu'i sebagai sebuah metode

penafsiran yang dilakukan oleh seorang mufasir dengan cara
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menghimpun ayat-ayat Al-Qur'an yang tersebar di berbagai surah
yang memiliki kesamaan tema atau membicarakan satu topik masalah
tertentu.’* Ayat-ayat yang telah dikumpulkan tersebut kemudian
disusun secara kronologis berdasarkan masa turunnya serta dianalisis
secara mendalam melalui pendekatan asbabun nuzul, korelasi
antarayat (munasabah), serta perangkat ilmu tafsir lainnya demi
melahirkan satu pandangan Al-Qur'an yang utuh, komprehensif, dan
solutif terhadap tema yang dikaji.

Pendekatan ini berbeda dari tafsir yang mengikuti urutan
mushaf secara berurutan (tahlili). Tafsir tahlili cenderung menafsirkan
ayat sesuai susunan mushaf dan membahas berbagai aspek yang
terdapat dalam ayat tersebut.’> Sementara itu, tafsir tematik lebih
terikat pada tema yang telah ditentukan. Fokusnya bukan menafsirkan
seluruh bagian ayat secara terpisah, tetapi membaca ayat-ayat yang
memiliki hubungan dengan satu pokok pembahasan. Dengan cara ini,
suatu tema dapat dikaji secara lebih terarah dan tidak terpecah dalam
pembahasan yang terlalu luas.

Tafsir tematik memiliki langkah kerja yang sistematis. Dalam
uraian tentang rumusan Al-Farmawi, proses tafsir tematik dimulai dari
penetapan tema yang akan dibahas, penghimpunan ayat-ayat yang

berkaitan dengan tema tersebut, penyusunan ayat berdasarkan masa

24 Abd Al-Hayy Al-Farmawi, Metode Tafsir Maudhu’i: Suatu Pengantar, ed. Suryan A.
Jamrah, terjemahan (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 36.
25 Al-Farmawi, 37.
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turunnya, serta perhatian terhadap asbab an-nuzul dan korelasi ayat
dalam surahnya masing-masing. Setelah itu, pembahasan disusun
dalam kerangka yang utuh, dilengkapi dengan hadis yang relevan bila
diperlukan, lalu ayat-ayat tersebut dipelajari secara menyeluruh
sebelum ditarik kesimpulan tentang tema yang dikaji.?®

Landasan utama pendekatan ini adalah bahwa suatu tema dalam
Al-Qur’an tidak cukup dipahami hanya melalui satu atau dua ayat
yang dibaca secara terpisah. Quraish Shihab menjelaskan bahwa
untuk memahami suatu persoalan, pembaca perlu merujuk kepada
seluruh ayat atau sekurang-kurangnya ayat-ayat pokok yang berbicara
tentang masalah tersebut, dengan tetap memperhatikan konteks
masing-masing ayat. Cara seperti ini dikenal dalam studi Al-Qur’an
sebagai metode tematik atau maudu7?’ Dengan demikian, tafsir
tematik membantu menghindari pembacaan yang terlalu parsial
terhadap suatu tema.

Dalam kajian sosial seperti keadilan dalam relasi kerja, tafsir
tematik memberi ruang untuk membaca ayat-ayat Al-Qur’an secara
lebih terfokus. Tema keadilan tidak hanya ditemukan pada ayat yang
menggunakan lafaz ‘adl, tetapi juga pada ayat-ayat yang berbicara

tentang hak, keseimbangan, amanah, larangan kezaliman, akad, dan

transaksi. Karena itu, pendekatan tematik memungkinkan penelitian

26 Al-Farmawi, 41-42.
27 Shihab, Wawasan Al-Qur’an : Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat, 275.
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ini menghimpun ayat-ayat yang secara makna memiliki hubungan
dengan keadilan, meskipun tidak semuanya menggunakan istilah yang
sama.

Dalam penelitian ini, tafsir tematik digunakan sebagai alat baca,
bukan sebagai objek utama penelitian. Fungsinya adalah membantu
peneliti memilih dan mengelompokkan ayat-ayat yang relevan dengan
etika keadilan Al-Qur’an. Ayat-ayat tersebut kemudian dibaca melalui
Tafsir Al-Mishbah sebagai sumber tafsir utama. Dengan cara ini,
prinsip-prinsip keadilan Qur’ani dapat dipahami secara lebih terarah,
lalu dirumuskan ke dalam indikator pemenuhan hak, keseimbangan
dan proporsionalitas, integritas serta ketidakberpihakan, dan keadilan

dalam transaksi atau kontrak.
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b. Karakter Penafsiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah

Tafsir AI-Mishbah karya M. Quraish Shihab merupakan salah
satu karya tafsir kontemporer yang banyak digunakan dalam kajian
Al-Qur’an di Indonesia. Quraish Shihab memiliki latar belakang
akademik dalam bidang tafsir dan ilmu-ilmu Al-Qur’an. Lufaefi
mencatat bahwa Quraish Shihab menamatkan pendidikan sarjana pada
Fakultas Ushuluddin jurusan Tafsir Hadis di Universitas Al-Azhar
Kairo pada tahun 1967, kemudian melanjutkan pendidikan magister
dan doktoral pada bidang yang sama. Latar belakang akademik
tersebut berpengaruh terhadap cara Quraish Shihab membaca Al-
Qur’an secara kuat dari sisi kebahasaan, keilmuan tafsir, dan perhatian
terhadap kebutuhan masyarakat.?®

Melalui  Tafsir Al-Mishbah, Quraish Shihab berupaya
menghadirkan penafsiran yang tidak hanya menjelaskan makna ayat,
tetapi juga membantu pembaca memahami pesan Al-Qur’an dalam
kehidupan. Kajian Y. Suharyat dkk. menjelaskan bahwa Tafsir Al-
Mishbah ditulis dengan tujuan memberi kemudahan bagi umat Islam
dalam memahami kandungan ayat-ayat Al-Qur’an, terutama dengan
menjelaskan pesan-pesan yang berkaitan dengan perkembangan

kehidupan manusia.?® Dengan karakter seperti ini, Tafsir Al-Mishbah

28 Lufaefi, “Tafsir Al-Mishbah: Tekstualitas, Rasionalitas Dan Lokalitas Tafsir Nusantara,”
Substantia 21, no. April (2019): 31.

2 Yayat Suharyat and Siti Asiah, “Metodologi Tafsir Al-Mishbah,” JPI: Jurnal Pendidikan
Indonesia 2, no. 5 (2022): 307, https://doi.org/10.59818/jpi.v215.289.
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relevan digunakan dalam penelitian yang mengkaji tema sosial,
termasuk persoalan keadilan dalam relasi kerja.

Dari segi metode, Tafsir AI-Mishbah umumnya dikategorikan
sebagai tafsir tahlili, karena penafsirannya mengikuti susunan mushaf
dan menjelaskan ayat dari berbagai aspek. Budiana dan Gandara
menjelaskan bahwa Tafsir AI-Mishbah disusun mulai dari Surah Al-
Fatihah sampai Surah An-Nas, disertai analisis bahasa, asba an-nuzul,
keterkaitan atau munasabah antarayat dan antarsurah, serta keserasian
makna di dalamnya.*° Dengan demikian, penjelasan ayat dalam tafsir
ini tidak berdiri terpisah, tetapi ditempatkan dalam hubungan makna
yang lebih luas. Dari segi corak, Tafsir AI-Mishbah banyak dikaitkan
dengan corak adabi ijtima’i dan corak kebahasaan. Budiana dan
Gandara menyebut bahwa tafsir ini memiliki dua corak utama, yaitu
budaya-kemasyarakatan dan bahasa. Corak adabi ijtima’i tampak
pada usaha menjelaskan kandungan ayat dengan menonjolkan tujuan
Al-Qur’an sebagai petunjuk bagi kehidupan sosial masyarakat,
sedangkan corak kebahasaannya tampak dalam perhatian Quraish
Shihab terhadap makna kata, susunan ayat, dan pilihan ungkapan Al-
Qur’an.?!

Salah satu karakter penting Tafsir Al-Mishbah adalah perhatian

terhadap tema pokok surah dan hubungan antarbagian ayat. Budiana

39 Yusuf Budiana and Sayiid Nurlie Gandara, “Kekhasan Manhaj Tafsir Al-Mishbah Karya
M . Quraish Shihab,” Jurnal Iman Dan Spiritualitas 1, no. 1 (2021): 88.
31 Budiana and Gandara, 88—89.
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dan Gandara menjelaskan bahwa pada awal pembahasan setiap surah,
Quraish Shihab biasanya memberikan penjelasan umum tentang
surah, termasuk keterkaitannya dengan surah sebelumnya, tema
pokok, pengelompokan ayat, serta keserasian antar kata dan

antarayat.>?

Cara ini membantu pembaca menangkap pesan ayat
secara lebih runtut, bukan hanya sebagai penjelasan terpisah atas satu
ayat.

Karakter tersebut juga menunjukkan bahwa Tafsir Al-Mishbah
tidak menutup diri dari persoalan sosial masyarakat. F. Hasan
menjelaskan bahwa Tafsir Al-Mishbah memadukan corak adabi
ijtima’i dengan metode fahlili korelatif, sehingga penafsiran tidak
hanya bergerak pada urutan mushaf, tetapi juga memperhatikan
kesatuan pesan dalam surah. Ia juga menyebut bahwa corak adabi
ijtima’i berupaya mengaitkan ayat-ayat Al-Qur’an dengan kehidupan
sosial masyarakat tempat ayat itu ditafsirkan.*’

Karakter penafsiran yang integratif, kontekstual, dan sensitif
terhadap dinamika sosial inilah yang menjadikan Tafsir Al-Mishbah
dipilih sebagai basis rujukan utama penelitian ini, terutama dalam
memformulasikan konsep etika keadilan Al-Qur'an guna merespons

secara kritis dinamika krisis moralitas dalam relasi kerja modern. Hal

ini sejalan dengan kecenderungan kajian tafsir kontemporer yang

32 Budiana and Gandara, 89.
33 Farid Hasan, “Peta Pemikiran M. Quraish Shihab Dalam Wacana Studi Al-Qur’an Di
Indonesia,” Citra IImu XVII (2021): 21-22.
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diulas oleh M Uzaer Damairi, di mana studi komparatif maupun
eksploratif terhadap kitab-kitab tafsir otoritatif mufasir modern
bertujuan untuk memetakan bagaimana konsep-konsep teologis dan
etis dipahami secara kontekstual guna menjawab problem zaman.>*
Dalam konteks penelitian ini, karakter penafsiran tersebut
menjadi alasan mengapa Tafsir Al-Mishbah dipilih sebagai sumber
tafsir utama. Penelitian ini membutuhkan tafsir yang tidak hanya
menjelaskan makna ayat secara tekstual, tetapi juga memberi ruang
untuk membaca pesan etik Al-Qur’an dalam kehidupan sosial. Karena
itu, Tafsir AlI-Mishbah dapat digunakan untuk memahami bagaimana
prinsip-prinsip  keadilan Qur’ani, seperti pemenuhan hak,
keseimbangan, integritas, dan kejelasan akad, dapat dibaca dalam

konteks relasi kerja modern.

34 Muhammad Uzaer Damairi, “Konsep Iman Dalam Tafsir Al-Tahrir Wa Al-Tanwir Dan
Tafsir Al-Mizan (Studi Komparartif),” Al-Manar: Jurnal Kajian Al-Qur’an Dan Hadits 7, no. 2

(2021): 92.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode, Jenis, dan Sumber Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis
penelitian kepustakaan (/ibrary research). Pendekatan kualitatif dipilih karena
penelitian ini berfokus pada pemahaman makna, gagasan etis, dan penafsiran
ayat-ayat Al-Qur’an yang berkaitan dengan keadilan. Data yang dikaji tidak
berbentuk angka, melainkan teks Al-Qur’an dan penafsiran Tafsir Al-Mishbabh,
serta literatur ilmiah yang relevan.*> Melalui pendekatan ini, konsep keadilan
dibaca secara tematik dengan tetap diarahkan pada aspek-aspek etik yang
relevan dengan relasi kerja modern.

Sebagai penelitian kepustakaan, data utama dalam penelitian ini berupa
teks, yaitu ayat-ayat Al-Qur’an yang berkaitan dengan tema keadilan dan
penafsirannya dalam Tafsir Al-Mishbah karya M. Quraish Shihab. Pemilihan
jenis penelitian ini didasarkan pada karakter masalah yang bersifat tekstual dan
konseptual, sehingga data perlu diperoleh melalui penelusuran, pembacaan,
dan pengkajian terhadap sumber-sumber tertulis.*® Dengan cara ini, konsep
keadilan dalam Al-Qur’an dapat dikaji secara tematik tanpa melepaskannya

dari penafsiran yang menjadi fokus penelitian.

35 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya,
2018), 4.

36 Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan (Jakarta: Yayasan Obor Indonesi, 2008),
3-4.
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Pemilihan pendekatan kualitatif-kepustakaan tersebut didasarkan pada
karakter masalah penelitian yang tidak diarahkan untuk mengatur praktik relasi
kerja secara langsung, tetapi untuk memahami konsep keadilan melalui teks
tafsir. Relasi kerja modern dalam penelitian ini ditempatkan sebagai konteks
pembacaan etik, sedangkan sumber utama pemaknaan tetap bertumpu pada
ayat-ayat Al-Qur’an dan penafsirannya dalam Tafsir Al-Mishbah. Oleh karena
itu, penelitian ini lebih tepat dilakukan melalui penelusuran sumber tertulis dan
analisis penafsiran daripada melalui pengumpulan data lapangan.

Sumber data penelitian ini dibedakan menjadi sumber data primer dan
sumber data sekunder. Pembagian ini digunakan untuk memperjelas posisi
sumber utama yang dianalisis dan sumber pendukung yang membantu
pembacaan terhadap tema penelitian.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer pertama dalam penelitian ini adalah Al-
Qur’an, khususnya ayat-ayat yang memiliki keterkaitan dengan tema
keadilan. Ayat-ayat tersebut dipilih secara selektif berdasarkan
relevansinya dengan arah pembacaan penelitian, yaitu pemenuhan hak,
keseimbangan dan proporsionalitas, integritas dan ketidakberpihakan, dan
keadilan dalam transaksi dan kontrak. Pemilihan ini dilakukan agar kajian
tidak melebar pada seluruh pembahasan keadilan dalam Al-Qur’an, tetapi
tetap terarah pada aspek keadilan yang berkaitan dengan relasi kerja

modern.
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Sumber data primer berikutnya adalah Tafsir Al-Mishbah karya M.
Quraish Shihab. Tafsir ini digunakan sebagai rujukan utama untuk
memahami penafsiran ayat-ayat yang telah dipilih, terutama yang
berkaitan dengan tema keadilan dan nilai-nilai etik dalam hubungan
antarmanusia. Penggunaan satu tafsir utama dimaksudkan untuk menjaga
konsistensi arah analisis, sehingga pembacaan terhadap ayat tidak terpecah
ke dalam banyak corak penafsiran dan tetap sesua dengan fokus penelitian.
Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa buku, artikel
jurnal, dan karya ilmiah yang mendukung pembacaan terhadap konsep
keadilan dalam Al-Qur’an, tafsir tematik, etika islam, dan relasi kerja
modern. Literatur sekunder ditempatkan sebagai objek utama analisis,
tetapi digunakan untuk memperjelas konsep, memperkuat landasan
teoritis, dan membantu menghubungkan hasil pembacaan tafsir dengan
konteks penelitian.

Literatur tentang relasi kerja modern digunakan secara terbatas
sebagai sumber pendukung untuk memahami konteks kerja yang berkaitan
dengan hak, upah, waktu kerja, perlakuan yang adil, daan hubungan
kontraktual. Dalam hal ini, publikasi International Labour Organization
dapat digunakan sebagai rujukan pendukung karena membahas kerja layak

melalui aspek seperti pendapatan, waktu kerja, keamanan kerja, dan
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kesetaraan perlakuan.’” Namun, literatur tersebut tidak dijadikan dasr
utama dalam menafsirkan ayat, melainkan sebagai konteks untuk
membaca relevansi etika keadilan dalam relasi kerja modern.

Dengan demikian, seluruh sumber data dalam penelitian ini dipilih
secara selektif berdasarkan relevansinya dengan tema etika keadilan Al-
Qur’an dalam relasi kerja modern. Seleksi sumber dilakukan untuk
menjaga agar pembahasan tetap bertumpu pada ayat-ayat yang dikaji
melalui Tafsir AlI-Mishbah, sekaligus terarah pada empat aspek pembacaan
keadilan, yaitu pemenuhan hak, keseimbangan dan proporsionalitas,
integritas serta ketidakberpihakan, dan keadilan dalam transaksi atau

kontrak.

B. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode
dokumentasi, yaitu penelusuran dan pengkajian terhadap sumber-sumber
tertulis yang relevan dengan fokus penelitian.®® Teknik ini dipilih karena
penelitian bersifat kepustakaan, sehingga data diperoleh dari teks Al-Qur’an,
penafsiran dalam Tafsir Al-Mishbah, serta literatur ilmiah yang mendukung
pembacaan tema keadilan. Pengumpulan data diarahkan pada ayat-ayat
pemenuhan hak, keseimbangan dan proporsionalitas, integritas serta

ketidakberpihakan, dan keadilan dalam transaksi atau kontrak.

37 Intenational Labour Office, “Working Time and Work-Life Balance Around the World,”
13-14.

38 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D (Bandung: Alfabeta,
2013), 240.
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Dalam pelaksanaannya, pengumpulan data dilakukan melalui beberapa
tahap berikut:
1. Menetapkan Fokus Pengumpulan Data
Tahap pertama adalah menetapkan fokus pengumpulan data pada
ayat-ayat Al-Qur’an yang berkaitan dengan tema keadilan. Fokus ini
diarahkan pada ayat-ayat yang dapat dibaca melalui aspek pemenuhan hak,
keseimbangan, larangan kedzaliman, amanah, dan kejelasan hubungan
muamalah. Penetapan fokus ini diperlukan agar proses pengumpulan data
tidak melebar pada seluruh pembahasan keadilan dalam Al-Qur’an.
2. Menghimpun Ayat-Ayat yang Relevan
Tahap berikutnya adalah menghimpun ayat-ayat yang memiliki
hubungan dengan tema keadila. Ayat yang dikumpulkan meliputi ayat
yang memuat larangan pengurangan hak, perintah berlaku adil, larangan
kedzaliman, prinsip amanh, dan ketentuan hubungan sosial yang tidak
merugikan salah satu pihak. Contoh ayat yang dapat menjadi bagian dari
data adalah QS. Al-Mutaffifin : 1-3 dan An-Nahl : 90, sejauh keduanya
mendukung arah pembacaan penelitian.
3. Menulusuri Penafsiran dalam Tafsir Al-Mishbah
Setelah ayat-ayat yang relevan dihimpun, tahap selanjutnya adalah
menulusuri penafsirannya dalam Tafsir Al-Mishbah karya M. Quraish
Shihab. Pada tahap ini, data yang dicatat meliputi penjelasan makna ayat,
konteks penafsiran, pesan etik, dan penekanan nilai keadilan yang

berkaitan dengan fokus penelitian. Penelusuran ini dilakukan agar
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pembacaan ayat tetap bertumpu pada tafsir utama yang digunakan dalam
penelitian.
. Mengumpulkan Literatur Pendukung

Selain sumber primer, penelitian ini juga mengumpulkan literatur
pendukung berupa buku, artikel jurnal, dan karya ilmiah yang membahas
tafsir tematik, etika islam konsep keadilan dalam Al-Qur’an, serta relasi
kerja modern. Literatur tersebut digunakan untuk memperjelas konsep dan
membantu menghubungkan pembacaan tafsir dengan konteks penelitian.
Namun, literatur pendukung tidak ditempatkan sebagai sumber utama
analisis ayat.
. Mengklasifikan Data

Data yang telah terkumpul kemudian diklasifikasikan berdasarkan
empat arah pembacaan keadilan yang digunakan dalam penelitian.
Keempat arah tersebut meliputi pemenuhan hak, keseimbangan dan
proporsionalitas, integritas serta ketidakberpihakan, dan keadilan dalam
transaksi atau kontrak. Klasifikasi ini dilakukan agar data lebih mudah

dibaca pada tahap analisis dan tetap sesuai dengan fokus penelitian.

. Memeriksa Relevansi Data

Tahap terakhir adalah memeriksa relevansi data yang telah
dikumpulkan. Pemeriksaan ini dilakukan dengan memastikan bahwa ayat,
penafsiran, dan literatur pendukung yang digunakan memiliki hubungan

langsung dengan tema etika keadilan Al-Qur’an dalam relasi kerja
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modern. Langkah ini diperlukan untuk menghindari perluasan
pembahasan ke tema-tema yang tidak mendukung objek kajian.

Melalui tahapan tersebut, pengumpulan data dalam penelitian ini tidak
hanya dilakukan dengan menghimpun sumber tertulis, tetapi juga dengan
menyaring dan mengelompokkan data sesuai kebutuhan penelitian. Dengan
cara ini, data yang digunakan tetap terarah pada pembacaan etika keadilan Al-

Qur’an dalam relasi kerja modern berdasarkan Tafsir Al-Mishbah.

. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif
dengan menggunakan pendekatan tafsir tematik (maudu ‘7). analisis diarahkan
untuk membaca ayat-ayat Al-Qur’an yang berkaitan dengan tema keadilan
melalui penafsiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah. Melalui
pendekatan ini, data dianalisis sebagai teks yang memuat makna, nilai etik, dan
hubungan antarkonsep yang relevan dengan fokus penelitian.

Berbeda dari teknik pengumpulan data yang berfungsi menghimpun
dan menyeleksi sumber, teknik analisis data berfungsi membaca,
menghubungkan, dan merumuskan makna dari data yang telah dikumpulkan.
Karena itu, analisis dalam penelitian ini tidak berhenti pada penjelasan ayat
secara terpisah, tetapi diarahkan untuk menemukan prinsip-prinsip keadilan
yang dapat dibaca dalam konteks relasi kerja modern. Konteks tersebut tetap
ditempatkan sebagai ruang pembacaan etik, bukan sebagai objek penelitian

lapangan.
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Dalam pelaksanaannya, analisis data dilakukan melalui beberapa tahap
berikut:
1. Membaca Ayat Berdasarkan Tema Keadilan
Tahap pertama adalah membaca ayat-ayat yang telah dipilih
berdasarkan tema keadilan. Pembacaan ini dilakukan dengan
memperhatikan keterkaitan ayat dengan empat aspek yang menjadi arah
analisisis, yaitu pemenuhan hak, keseimbangan dan proporsionalitas,
integritas serta ketidakberpihakan, dan keadilan dalam transaksi atau
kontrak. Tahap ini diperlukan agar analisis tetap terarah dan tidak melebar
pada selueruh pembahasan keadilan dalam Al-Qur’an.
2. Menulusuri Penafsiran dalam Tafsir Al-Mishbah
Tahap berikutnya adalah menelusuri penafsiran ayat-ayat tersebut
dalam Tafsir AlI-Mishbah. Pada tahap ini, perhatian diberikan pada cara M.
Quraish Shihab menjelaskan makna ayat, konteks pembicaraan, pesan
moral, dan penekanan nilai keadilan di dalamnya. Penelusuran ini menjadi
dasar utama agar analisis tidak hanya bertumpu pada pemahaman umum
terhadap ayat, tetapi tetap berada dalam kerangka tafsir yang menjadi
fokus penelitian.
3. Mengidentifikasi Gagasan Etis dalam Penafsiran
Setelah penafsiran ditelusuri, langkah berikutnya adalah
mengidentifikasi gagasan etis yang muncul dari penjelasan tafsir. Gagasan
tersebut dapat berupa pemenuhan hak, larangan berlaku zal/im, tuntutan

keseimbangan, amanah dalam hubungan sosial, serta kejelasan dalam
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hubungan muamalah. Identifikasi ini dilakukan untuk menemukan nilai-
nilai keadilan yang relevan dengan fokus penelitian tanpa langsung
menariknya menjadi kesimpulan substantif.
. Mengelompokkan Temuan Berdasarkan Aspek Keadilan

Data yang telah dibaca kemudian dikelompokkan berdasrkan
empat aspek pembacaan keadilan. Pertama, pemenuhan hak (al-hugug).
Kedua, keseimbangan dan proporsionalitas (a/-mizan). Ketiga, keadilan
sebagai integritas dan ketidakberpihakan dalam menolak kedzaliman.
Keempat, kejelasan dalam transaksi dan kontrak (mu‘amalah).
Pengelompokan ini digunakan untuk menjaga struktur analisis agar tidak
bercampur dan tetap sesuai dengan fokus penelitian.
. Menganalisis Hubungan Antarkonsep

Tahap selanjutnya adalah menganalisis hubungan antara konsep-
konsep yang ditemukan dalam ayat dan penafsiran. Pada tahap ini, konsep
keadilan dibaca dalam hubungannya dengan hak, tanggung jawab,
keseimbangan, amanah, larangan kedzaliman, dan kejelasan akad. Analisis
hubungan antarkonsep ini diperlukan agar pembahasam tidak hanya
berupa kumpulan ayat dan kutipan tafsir, tetapi membentuk pemahaman
yang utuh mengenai etika keadilan dalam Al-Qur’an.
. Mengaitkan Hasil Pembacaan dengan Relasi Kerja Modern

Setelah prinsip-prinsip keadilan dirumuskan dari pembacaan ayat
dan tafsir, hasil pembacaan tersebut dikaitkan secara terbatas dengan relasi

kerja modern. Keterkaitan ini dilakukan pada tingkat etik, seprti hubungan
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antara pekerja dan pemberi kerja, hak dan kewajiban, tanggung jawab,
perlakuan yang adil, serta kejelasan hubungan kerja. Dengan batas ini,
analisis tetap berpijak pada kajian tafsir dan tidak berubah menjadi

penelitian sosial ketenagakerjaan.

7. Menarik Kesimpulan Konseptual
Tahap terakhir adalah menarik kesimpulan konseptual berdasarkan
keseluruhan proses analisis. Kesimpulan disusun dari pembacaan ayat,
penafsiran dalam Tafsir Al-Mishbah, pengelompokan aspek keadilan, dan
hubungan antarkonsep yang telah ditemukan. Dengan demikian,
kesimpulan penelitian tidak muncul sebagai klaim lepas, tetapi sebagai

hasil dari proses pembacaan tematik yang runtut.

Melalui tahapan tersebut, teknik analisis data dalam penelitian ini
diarahkan untuk mengolah data tekstual menjadi pemahaman konseptual
tentang etika keadilan Al-Qur’an. Analisis ini tetap bertumpu pada Tafsir
Al-Mishbah sebagai sumber utama penafsiran, sementara relasi kerja
modern digunakan sebagai konteks untuk membaca relevansi etik dari

konsep keadilan tersebut.

D. Tahap-Tahap Penelitian
Tahap-tahap penelitian disusun untuk menunjukkan alur kerja
penelitian sejak penentuan masalah sampai penarikan kesimpulan. Dalam
penelitian ini, tahapan tersebut diarahkan agar pembacaan terhadap ayat-ayat
Al-Qur’an dan penafsirannya dalam Tafsir AlI-Mishbah tetap sesuai dengan

fokus kajia, yaitu etika keadilan Al-Qur’an dalam relasi kerja modern. Tahapan
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ini juga membantu membedakan proses penentuan fokus, pengumpulan data,

pengolahan data, dan penyusunan hasil penelitian.

1.

Penetapan Fokus Penelitian

Tahap pertama adalah menetapkan fokus penelitian. Fokus
penelitian diarahkan pada etika keadilan Al-Qur’an dalam relasi kerja
modern dengan menggunakan Tafsir AlI-Mishbah sebagai sumber utama
penafsiran. Pada tahap ini, penelitian juga menentukan batas kajian agar
pembahasan tidak melebar pada seluruh konsep keadilan dalam Al-Qur’an
atau pada kajian sosial ketenagakerjaan secara empiris.
Penentuan Arah Pembacaan Keadilan

Tahap berikutnya adalah menentukan arah pembacaan keadilan
yang digunakan dalam penelitian. Arah pembacaan tersebut meliputi
keadilan sebagai pemenuhan hak, keadilan sebagai keseimbangan dan
proporsionalitas, keadilan sebagai integritas serta ketidakberpihakan, dan
keadilan dalam transaksi atau kontrak. Penentuan arah ini diperlukan agar

pengumpulan dan analisi data memiliki batas yang jelas.

. Pengumpulan Data

Setelah fokus dan arah pembacaan ditetapkan, tahap selanjutnya
adalah mengumpulkan data. Data dikumpulkan melalui penelusuran ayat-
ayat Al-Qur’an yang relevan dengan tema keadilan, penafsiran ayat-ayat
tersebut dalam Tafsir Al-Mishbah, serta literatur pendukung yang

berkaitan dengan tafsir tematik, etika islam, konsep keadilan, dan relasi
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kerja modern. Tahap ini berfungsi menyediakan bahan utama dan bahan

pendukung untuk dianalisis.

. Klasifikasi Data

Data yang telah terkumpul kemudian diklasifikasikan sesuai
dengan arah pembacaan penelitian. Klasifikasi dilakukan untuk
membedakan data yang berkaitan dengan pemenuhan hak, keseimbangan
dan proporsionalitas, integritas dan ketidakberpihakan, serta keadilan
dalam transaksi atau kontrak. Dengan klasifikasi ini, data dapat dibaca

secara lebih terarah pada tahap analisis.

. Analisis Data

Tahap analisis dilakukan dengan membaca ayat-ayat yang telah
dipilih melalui penafsiran dalam Tafsir Al-Mishbah. Pada tahap ini,
peneliti mengidentifikasi makna, pesan etik, dan hubungan antarkonsep
yang berkaitan dengan tema keadilan. Analisis juga diarahkan untuk
melihat relevansi prinsip-prinsip tersebut dengan relasi kerja modern
sebagai konteks pembacaan etik.

. Penyusunan Sintesis

Setelah data dianalisis, tahap berikutnya adalah menyusun sintesis.
Sintesis dilakukan dengan menghubungkan hasil pembacaan ayat,
penafsiran Tafsir Al-Mishbah, dan empat aspek keadilan yang digunakan
dalam penilitian. Tahap ini bertujuan membentuk pemahaman yang runtut
mengenai etika keadilan Al-Qur’an tanpa keluar dari batas kajian tafsir

tematik.
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7. Penarikan Kesimpulan
Tahap terakhir adalah menarik kesimpulan. Kesimpulan disusun
berdasarkan hasil analisis dan sintesis yang telah dilakukan sebelumnya.
Dengan demikian, jawaban penelitian dibangun dari proses pembecaan
teks, pengelompokan data, analisis penafsiran, dan perumusan hubungan
antara etika keadilan Al-Qur’an dan relasi kerja modern.

Tahapan tersebut menunjukkan bahwa penelitian ini berjalan melalui
alur yang berurutan, mulai dari penetapan fokus, pengumpulan data,
klasifikasi, analisis, sintesis, hingga penarikan kesimpulan. Setiap tahap
memiliki fungsi yang berbeda, tetapi tetap saling berkaitan dalam menjawab

fokus penelitian.



BAB IV

PEMBAHASAN

A. Konsep Keadilan dalam Al-Qur’an Berdasarkan Tafsir Al-Mishbah

Pembahasan tentang keadilan dalam Al-Qur’an tidak dapat dibatasi
hanya pada ayat-ayat yang secara langsung menggunakan lafadz ‘ad/. Dalam
kajian tafsir tematik, suatu tema dapat ditelusuri melalui beberapa lafadz dan
kandungan makna yang saling berkaitan. Karena itu, ayat-ayat tentang a/-gist,
al-mizan, al-haqq, al-amanah, larangan zulm, serta ayat-ayat tentang transaksi
dan hubungan sosial tetap memiliki kedudukan penting dalam pembahasan
keadilan. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip tafsir maudu‘i, yaitu
menghimpun ayat-ayat yang memiliki kesatuan tema untuk dibaca secara
terpadu.’’

Salah satu ayat yang dapat dijadikan dasar umum dalam memahami

konsep keadilan adalah surah An-Nahl ayat 90 :
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Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat
kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga)
melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi
pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.”

39 “Abd al-Hayy al-Farmawi, Metode Tafsir Maudu‘i: Suatu Pengantar, ed. Suryan A.
Jamrah, terjemahan (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 61.

46
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Ayat ini memuat perintah untuk berlaku adil, berbuat 7hsan, dan
memberi kepada kerabat, serta melarang perbuatan keji, munkar, dan
melampaui batas. Dalam susunan ayat tersebut, keadilan tidak berdiri sebegai
konsep yang sempit, tetapi menjadi prinsip dasar yang mengatur hubungan
manusia secara lebih luas. Keadilan dalam ayat ini berkaitan dengan cara
manusia menempatkan hak, kewajiban, dan tanggung jawab antarmanusia.*’

Keterkaitan antara keadilan dan amanah tampak jelas dalam surah An-

Nisa’ ayat 58 :

4

] o ° Lo o G oo LI~ < Y 07 It < 3.8 o~ };i J @
W @) Ol JARL 13453 OF W01 G 5258 1305 Lelal ) sV 15385 OF 3530 @l O

£ PR 3.5
z© - zo 7 0 prl " ‘ . ° . -
O Fnat G2e OETA Ofs ey 350ang

-

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah
kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara
manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah
memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah
Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

Ayat ini memerintahkan agar amanah disampaikan kepada yang berhak
menerimanya dan agar manusia menetapkan hukum dengan adil. Ayat tersebut
menunjukkan bahwa keadilan tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab
dalam menjaga hak pihak lain. Seseorang yang memegang amanah, kuasa, atau
wewenang tidak boleh menggunakannya untuk kepentingan sepihak. Dalam
kerangka ini, keadilan berarti menjaga agar hak tidak berpindah secara zalim

dan keputusan tidak dibuat secara menyimpang.*!

40 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah : Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur "an Vol.
7 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 323-26.

41 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an Vol. 2
(Jakarta: Lentera Hati, 2002), 479-82.
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Konsep keadilan juga berhubungan dengan prinsip keseimbangan. Al-
Qur’an menggunkan istilah mizan untuk menunjukkan ukuran, keseimbangan,

dan keteraturan. Seperti dalam surah Ar-Rahman ayat 7-9 :
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Artinya: “7. Langit telah Dia tinggikan dan Dia telah menciptakan
timbangan (keadilan dan keseimbangan). 8. agar kamu tidak
melampaui batas dalam timbangan itu. 9. Tegakkanlah timbangan itu
dengan adil dan janganlah kamu mengurangi timbangan itu.”

Ayat ini memperlihatkan bahwa keseimbangan bukan hanya prinsip
kosmis, tetapi juga menjadi dasar etik dalam tindakan manusia. Larangan
merusak timbangan menunjukkan bahwa ketidakadilan dapat muncul Ketika
seseorang mengubah ukuran demi keuntungan dirinya sendiri. Karena itu,
keadilan tidak cukup dipahami sebegai pemberian hak, tetapi juga sebagai
penjagaan proporsi agar tidak ada pihak yang dirugikan.*?

Selain itu, ayat-ayat tentang larangan mengurangi hak orang lain juga
memperluas pemahaman tentang keadilan. Dalam surah Al-Mutaffifin ayat 1-

3 misalnya:
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Artinya: “I. Celakalah orang-orang yang curang (dalam menakar dan
menimbang)! 2. (Mereka adalah) orang-orang yang apabila menerima
takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. 3. (Sebaliknya,)
apabila mereka menakar atau menimbang untuk orvang lain, mereka
kurangi.”

42 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an Vol. 13
(Jakarta: Lentera Hati, 2002), 500-501.
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Ayat in1 mengecam orang-orang yang meminta ukuran penuh ketika
menerima, tetapi mengurangi ukuran ketika memberi kepada orang lain. Ayat
ini tidak hanya berbicara tentang praktik takaran dalam jual beli, tetapi juga
menunjukkan prinsip moral yang lebih luas. Seseorang tidak boleh menuntut
haknya secara penuh sambil mengurangi hak pihak lain. Dalam pembacaan
tematik, pesan seperti ini termasuk bagian dari etika keadilan karena
menyentuh persoalan hak, tanggung jawab, dan kejujuran dalam hubungan
antarmanusia.*

Dari beberapa ayat tersebut, terlihat bahwa keadilan dalam Al-Qur’an
memiliki cakupan makna yang luas. Keadilan tidak hanya hadir melalui lafadz
‘adl, tetapi juga melalui prinsip pemenuhan hak, keseimbangan, amanah,
larangan kedzaliman, dan kejelasan dalam hubungan muamalah. Dengan
demikian, konsep keadilan dalam penelitian ini dipahami sebagai prinsip etik
yang mengatur agar hubungan manusia berlangsung secara benar,
proporsional, tidak merugikan salah satu pihak. Pemahaman inilah yang
kemudian menjadi dasr untuk merumuskan indikator keadilan Qur’ani pada
pembahasan berikutnya.

. Perumusan Indikator Keadilan Qur’ani Berdasarkan Tafsir AlI-Mishbah

Perumusan indikator keadilan Qur’ani dalam penelitian ini dilakukan
melalui pembacaan tematik terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan keadilan,
baik yang secra langsung menggunakan lafadz ‘adl maupun yang memuat

makna keadilan melalui istilah lain. Karena itu, ayat-ayat tentang hak, takaran,

43 Shihab, Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an Vol. 15, 121-23.
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keseimbangan, amanah, larangan kedzaliman, akad, dan transaksi tetap
menjadi bagian penting dalam pembahasan. Dalam kerangka tafsir tematik,
kesatuan tema tidak selalul ditentukan oleh satu lafadz tertentu, tetapi juga oleh
keterhubungan makna antar ayat.*

Berdasarkan pembacaan terhadap ayat-ayat tersebut melalui Tafsir Al-
Mishbah, penelitian ini merumuskan empat indikator keadilan Qur’ani.
Keempat indikator itu adalah keadilan sebagai pemenuhan hak (al-huqug),
keadilan sebagai keseimbangan dan proporsionalitas (a/-mizan), keadilan
sebagai integritas dan ketidakberpihakan, serta keadilan dalam transaksi dan
kontrak (mu‘amalah). Indikataor ini tidak dipahami sebagai ukuran kuantitatif,
melainkan sebagai arah analisis untuk membaca relevansi nilai keadilan Al-
Qur’an dalam relasi kerja modern.

1. Pemenuhan Hak (a/l-huquq)

Salah satu indikator penting dalam etika keadilan Al-Qur’an adalah
pemenuhan hak. Indikator ini tidak hanya ditemukan pada ayat-ayat yang
secara langsung menggunakan lafaz ‘adl, tetapi juga pada ayat-ayat yang
mengecam pengurangan hak, kecurangan dalam hubungan sosial, dan
pengkhianatan terhadap amanah. Karena itu, pembahasan a/-huqug dalam
penelitian ini dibangun melalui beberapa ayat yang saling melengkapi.
Adapun tujuan dari menganalisa beberapa ayat itu adalah agar ayat-ayat

yang dihimpun dalam pembahasan a/-huqug tidak dibaca sebagai ayat

yang berdiri sendiri-sendiri, tetapi sebagai rangkaian tematik yang

4 Al-Farmawi, Metode Tafsir Maudii: Suatu Pengantar, 61.
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menunjukkan bahwa keadilan menuntut hak diberikan secara benar, tidak
dikurangi, dan tidak diselewengkan.

Dalam Al-Qur’an surah Al-Mutaffifin ayat 1-3 menjadi pembuka
untuk melihat bagaimana Al-Qur’an mengecam pengurangan hak dalam

bentuk yang sangat konkret. Allah swt berfirman:

%a,« o4 o 2odca of olgl TP ?o’fa:o/ [ 1- o)‘:o ‘< /°'j E.°""‘/ *“w”a’
Ot PR35 B (RIS ¥ 0303500 AU B HIEST 1) R Y Chsladl B

Artinya: “1. Celakalah orang-orang yang curang (dalam menakar
dan menimbang)! 2. (Mereka adalah) orang-orang yang apabila
menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. 3.
(Sebaliknya,) apabila mereka menakar atau menimbang untuk
orang lain, mereka kurangi.”

Secara tematik, ayat ini relevan dengan pembahasan keadilan
karena memperlihatkan pola pengurangan hak. Keadilan dalam ayat ini
tidak dijelaskan dalam bentuk konsep abstrak, tetapi melalui perilaku
sosial yang timpang. Seseorang menuntut haknya dipenuhi ketika berada
pada posisi menerima, tetapi mengurangi hak orang lain ketika berada
pada posisi memberi. Pola seperti ini menunjukkan adanya standar ganda
dalam hubungan antarmanusia.

Dalam Tafsir Al-Mishbah, M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa
lafadz 35 merupakan ancaman keras. Penggunaan lafaz tersebut pada awal
surah menunjukkan bahwa kecurangan dalam takaran dan timbangan
bukan perkara ringan. Meskipun pengurangan itu tampak kecil, ia tetap

menyangkut hak manusia dan merusak kepercayaan dalam hubungan
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sosial. Karena itu, kecaman Al-Qur’an tidak hanya diarahkan pada
kerugian besar yang tampak jelas, tetapi juga pada pengurangan kecil yang
sering dianggap biasa.*’

Kemudian pada lafadz RS menunjuk pada pelaku tatfif, yaitu
tindakan mengurangi sesuatu dari kadar yang semestinya. Makna ini
penting karena pengurangan hak sering kali tidak dilakukan secara terang-
terangan, tetapi melalui tindakan kecil yang berulang dan dianggap wajar.
Dalam hubungan sosial, pengurangan semacam ini tetap memiliki nilai
etik yang serius karena menyangkut kejujuran, amanah, dan penghormatan
terhadap hak pihak lain.*

Penafsiran yang lebih tajam tampak pada redaksi 3! e ) 1) 13)
5853, Quraish Shihab menyoroti penggunaan huruf . dalam lafadz &
4. Penggunaan huruf ini memberi kesan adanya posisi menekan atau
menguasai pihak lain. Dengan demikian, ayat ini tidak hanya
menggambarkan tindakan curang dalam takaran, tetapi juga memberi
isyarat bahwa pengurangan hak sering terjadi dalam relasi yang tidak
seimbang. Pihak yang merasa lebih kuat dapat menuntut pemenuhan
haknya secara penuh, sementara ketika berhadapan dengan hak pihak lain,
ia justru menguranginya.*’

Selanjutnya pada ayat ketiga yang memperjelas bentuk

ketimpangan tersebut melalui lafadz &s)»ah. Lafadz ini menunjukkan

43Shihab, Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an Vol. 15, 122.
46 Shihab, 122.
47 Shihab, 122-23.
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adanya kerugian yang dialami pihak lain akibat tindakan pelaku. Fokus
ayat ini tidak hanya pada perbuatan curang, tetapi juga pada hak korban
yang tidak dipenuhi. Dari sini, surah Al-Mutaffifin : 1-3 memberi dasar
bahwa keadilan menuntut seseorang memenuhi hak orang lain
sebagaimana ia menuntut haknya sendiri.*8

Prinsip tersebut diperkuat oleh surah Hud ayat 85. Jika surah Al-
Mutaffifin ayat 1-3 menampilkan pengurangan hak melalui perilaku
standar ganda, surah Hud : 85 menyampaikannya dalam redaksi yang lebih

luas. Allah swt berfirman:
2V & 155 Yy AT 1,258 Ny bty Ol JUSI g3l a303
NO (pdamis il

Artinya: “Wahai kaumku, penuhilah takaran dan timbangan
dengan adil! Janganlah kamu merugikan manusia akan hak-hak
mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di bumi dengan
menjadi perusak!”

Ayat ini memuat dua tekanan penting. Pertama, perintah untuk
menyempurnakan takaran dan timbangan dengan adil melalui lafadz ! 3
Ll ¢ Sl 5 O Kedua, larangan mengurangi sesuatu yang menjadi hak
manusia melalui lafadz a&4sl G811 5245 Y 5. Dengan demikian, keadilan
tidak cukup dipahami sebagai sikap tidak merugikan orang lain, tetapi juga
sebagai kewajiban aktif untuk memberikan ukuran, bagian, atau hak secara

penuh.

48 Shihab, 123.
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Dalam Tafsir Al-Mishbah, lafadz lm»sl\-' dipahami sebagai keadilan
yang berkaitan dengan hubungan antara dua pihak atau lebih. Pemilihan
lafaz ini penting karena takaran dan timbangan selalu melibatkan pemberi
dan penerima. Keadilan tidak hanya dilihat dari niat pelaku, tetapi juga
dari terpenuhi atau tidaknya hak pihak lain. Suatu hubungan baru dapat
disebut adil apabila tidak ada pihak yang dirugikan dari bagian yang
semestinya ia terima.*’

Bagian paling kuat dalam ayat ini terdapat pada larangan | s.ad Y5
shelsl Gl Kata 's43% berkaitan dengan tindakan mengurangi,
merendahkan, atau menipu nilai sesuatu. Maknanya tidak hanya terbatas
pada pengurangan takaran secara fisik, tetapi juga mencakup pengurangan
terhadap sesuatu yang semestinya menjadi hak orang lain. Sementara itu,
redaksi ?‘“L“‘ memperluas cakupan ayat. Yang tidak boleh dikurangi
bukan hanya barang dagangan, tetapi segala sesuatu yang menjadi milik,
bagian, atau hak manusia.*

Dengan keluasan makna tersebut, surah Hud ayat 85 memperkuat
indikator al-huquqg. Hak tidak hanya dipahami sebagai sesuatu yang
bersifat material, tetapi juga dapat mencakup nilai, kedudukan, perlakuan,
dan bagian yang semestinya diterima seseorang. Karena itu, larangan

mengurangi hak dalam ayat ini tidak berhenti pada persoalan pasar atau

49 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian AI-Qur’an Vol. 6
(Jakarta: Lentera Hati, 2002), 321.
50 Shihab, 322.
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jual beli, tetapi dapat dibaca sebagai prinsip etik dalam hubungan sosial
yang lebih luas.

Ayat ini juga mengaitkan pengurangan hak dengan kerusakan
sosial melalui lafadz Gt (=5Y) 8 155 Y5 Dalam hubungan sosial,
pengurangan hak tidak hanya merugikan satu orang, tetapi juga merusak
kepercayaan dan rasa aman bersama. Ketika seseorang membenarkan
dirinya mengurangi hak orang lain, hubungan sosial menjadi tidak stabil
karena setiap pihak dapat saling mencurigai dan melakukan perlakuan
serupa.”!

Ayat berikutnya yang memperkuat pembahasan a/-huquq adalah
surah An-Nisa’ ayat 58. Berbeda dari dua ayat sebelumnya, ayat ini tidak
berbicara tentang takaran dan timbangan, tetapi tentang amanah. Allah swt

berfirman:
5 A g i 15 &y ¥l i o1 S -
oA Frs e S8 &1 nga,u G bl

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan
amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di
antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil.
Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik
kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha
Melihat.”

Ayat ini penting karena menghubungkan pemenuhan hak dengan
amanah. Lafadz Gl I <G 1558 & menunjukkan perintah untuk

menunaikan amanah kepada pemiliknya. Dalam Tafsir Al-Mishbah,

51 Shihab, 322.
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amanah dijelaskan sebagai sesuatu yang diserahkan kepada pihak lain
untuk dipelihara dan dikembalikan kepada pemiliknya ketika diminta atau
ketika waktunya tiba. Amanah dengan demikian berlawanan dengan
khianat.»

Penjelasan tersebut memperluas makna pemenuhan hak. Keadilan
tidak hanya berarti tidak mengambil atau mengurangi hak orang lain, tetapi
juga menunaikan sesuatu yang berada dalam tanggung jawab seseorang
kepada pihak yang berhak. Seseorang yang memegang amanah memiliki
kewajiban untuk menjaga dan menyerahkannya secara benar. Jika amanah
ditahan, dialihkan, atau diberikan kepada pihak yang tidak tepat, maka hak
pemiliknya telah dilanggar.

Pada lafadz <U&Y) berbentuk jamak. Hal ini menunjukkan bahwa
amanah tidak hanya bersifat material, tetapi juga nonmaterial. Amanah
dapat berkaitan dengan harta, jabatan, tanggung jawab, kepercayaan,
keputusan, dan kewajiban moral. Dengan demikian, hak dalam perspektif
ayat ini tidak terbatas pada benda atau kepemilikan fisik, tetapi juga
mencakup tanggung jawab dan perlakuan yang semestinya diterima oleh
pihak lain.

Kemudian lafadz lai Y memberi penekanan bahwa amanah harus
diberikan kepada pihak yang berhak. Kata Lelal menunjuk kepada pemilik
atau penerima yang tepat. Ini berarti hak tidak cukup hanya diberikan,

tetapi harus diberikan kepada pihak yang semestinya, dengan cara yang

52 Shihab, Tafsir AI-Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an Vol. 2, 480.
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benar, dan pada waktu yang tepat. Dalam konteks al-huqiiq, bagian ini
memperjelas bahwa pemenuhan hak mengandung unsur ketepatan, bukan
sekadar pemberian.>

Ayat ini kemudian dilanjutkan dengan perintah Jdy 15835 G,
Perintah berlaku adil ini menunjukkan bahwa pemenuhan amanah dan
penetapan keputusan tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan sepihak.
Dalam kaitannya dengan al-huqiiq, hak seseorang harus dihormati tanpa
diskriminasi. Hak tidak boleh dikurangi karena perbedaan agama,
kedekatan, status sosial, atau posisi kuasa.

Dari ketiga ayat tersebut, pemenuhan hak dapat dipahami sebagai
salah satu bentuk dasar keadilan Qur’ani. Dengan diawali surah Al-
Mutaffifin ayat 1-3 yang menampilkan bahaya standar ganda dan
pengurangan hak, lalu surah Hud ayat 85 yang menjelaskan larangan
mengurangi apa pun yang menjadi hak manusia, surah An-Nisa’ ayat 58
yang menegaskan bahwa hak juga harus dipandang sebagai amanah yang
wajib ditunaikan kepada pemiliknya. Ketiganya membentuk satu garis
pemahaman bahwa keadilan menuntut hak diberikan secara benar, tidak
dikurangi, tidak diselewengkan, dan tidak diperlakukan sebagai sesuatu
yang berada di bawah kuasa sepihak.

Dengan demikian, a/-huquq menjadi indikator awal dalam
membaca keadilan Qur’ani. Indikator ini menegaskan bahwa suatu relasi

tidak cukup disebut adil hanya karena terdapat hubungan formal antara dua

53 Shihab, 481.
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pihak. Relasi tersebut baru dapat dinilai adil apabila hak masing-masing
pihak dipenuhi secara benar. Dalam kaitannya dengan relasi kerja modern,
prinsip ini menjadi dasar untuk menilai apakah hak pekerja, tanggung
jawab pemberi kerja, dan pemenuhan kewajiban berlangsung secara jujur,
layak, dan tidak merugikan pihak yang lebih lemah. Pembahasan lebih
lanjut mengenai relevansi indikator ini dalam relasi kerja modern akan
dijelaskan pada bagian berikutnya.

. Keseimbangan dan proporsionalitas ( a/-mizan)

Indikator kedua yang dirumuskan dari pembacaan tematik terhadap
ayat-ayat keadilan adalah keadilan sebagai keseimbangan dan
proporsionalitas. Jika al-hugqug menekankan pemenuhan hak, maka a/-
mizan menekankan ukuran yang benar dalam hubungan antarmanusia.
Keadilan tidak cukup dipahami sebagai pemberian hak, tetapi juga sebagai
penjagaan agar hak, kewajiban, beban, kemampuan, dan tanggung jawab
berada dalam hubungan yang sepadan. Dalam penelitian ini, indikator a/-
mizan dibangun melalui analisa terhadap surah Ar-Rahman : 7-9 dan surah
Al-An’am : 152.

Pada surah Ar-Rahman ayat 7-9 menjadi dasar utama karena secara
langsung menggunakan lafadz O5adl dan menempatkannya dalam
hubungan antara keteraturan ciptaan, keadilan, dan larangan melampaui

batas. Allah swt berfirman:
ot 1 Socelt ot T AL I F AP AN S P
I V3 L2l Oiall 1543505 A O (3 13akS VT v Ol 2005 Laas; slitis

3 Ol
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Artinya: “7. Langit telah Dia tinggikan dan Dia telah menciptakan
timbangan (keadilan dan keseimbangan) 8. agar kamu tidak
melampaui batas dalam timbangan itu. 9. Tegakkanlah timbangan
itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi timbangan itu.”

Ayat ini dimulai dengan penyebutan langit yang ditinggikan dan
timbangan yang diletakkan. Setelah itu, manusia diperingatkan agar tidak
melampaui  batas dalam menimbang, lalu diperintahkan untuk
menegakkan timbangan dengan adil dan tidak menguranginya. Susunan
ini memperlihatkan bahwa keseimbangan bukan hanya bagian dari tatanan
alam, tetapi juga menjadi tuntunan etik bagi manusia. Keteraturan ciptaan
yang Allah tetapkan menjadi dasar agar manusia menjaga ukuran dalam
tindakan dan hubungan sosialnya.

Dalam Tafsir Al-Mishbah, M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa
setelah ayat sebelumnya menyebut matahari dan bulan, surah Ar-Rahman
ayat 7-9 mengarahkan perhatian kepada langit secara umum. Allah
meninggikan langit dan meletakkan o))l secara mantap. Lafadz &) sl
dipahami dalam beberapa makna, antara lain keadilan, keseimbangan, dan
alat untuk menimbang atau mengukur. Dengan keluasan makna ini, mizan
tidak hanya menunjuk pada timbangan fisik, tetapi juga pada prinsip yang
menjaga agar segala sesuatu berada dalam ukuran yang benar.>*

Penjelasan tersebut penting bagi indikator a/-mizan. Jika &) el
dipahami sebagai keadilan, maka ayat ini menegaskan bahwa manusia

harus menjadikan keadilan sebagai dasar aktivitasnya. Jika dipahami

54 Shihab, Tafsir AI-Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an Vol. 13, 499.



60

sebagai keseimbangan, maka ayat ini mengajarkan bahwa setiap tindakan
manusia perlu dijaga agar tidak melampaui batas. Dua makna tersebut
saling berhubungan. Keadilan tidak akan tegak tanpa keseimbangan, dan
keseimbangan tidak akan terjaga tanpa ukuran keadilan.

Quraish Shihab juga menekankan pengulangan lafadz &1 3al dalam
tiga ayat tersebut. Pengulangan ini menunjukkan pentingnya neraca
keadilan dan keseimbangan dalam kehidupan. Ia tidak hanya menjadi gaya
bahasa, tetapi memberi tekanan bahwa manusia harus terus
memperhatikan ukuran dalam tindakannya. Dalam kerangka ini, mizan
dapat dibaca sebagai prinsip yang mencegah manusia bertindak
berlebihan, mengambil lebih dari semestinya, atau memberikan kurang
dari ukuran yang seharusnya.*

Kemudian pada lafadz ol 5l 3 )52k Y1 memberi peringatan agar
manusia tidak melampaui batas dalam mizan. Quraish Shihab menjelaskan
bahwa 3%k berasal dari makna melampaui batas dengan sengaja dan
dengan sikap meremehkan. Penjelasan ini membuat larangan dalam ayat
tersebut tidak hanya berkaitan dengan kesalahan teknis dalam menimbang.
[a juga menyentuh sikap batin yang merusak ukuran. Ketika seseorang

melampaui batas, ia tidak sekadar salah dalam perhitungan, tetapi telah

mengabaikan prinsip keseimbangan yang seharusnya dijaga.>®

55 Shihab, 500.
56 Shihab, 500.
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Perintah pada lafadz Lidly (530 154805 kemudian menegaskan
bahwa ukuran harus ditegakkan dengan adil. Quraish Shihab menjelaskan
bahwa |48l digunakan untuk perintah melaksanakan sesuatu secara
bersinambung dan sempurna sesuai syarat-syaratnya. Artinya, keadilan
dalam ukuran tidak cukup dilakukan sesaat atau hanya ketika diawasi. la
harus menjadi sikap yang terus dipelihara dalam hubungan antarmanusia.>’

Pada lafadz Lalall juga memberi tekanan penting. Dalam penjelasan
Quraish Shihab, Lozl dapat diartikan sebagai keadilan yang berkaitan
dengan hubungan dua pihak atau lebih. Pada pembahasan timbangan dan
ukuran, keadilan yang diharapkan adalah hubungan yang tidak merugikan
salah satu pihak dan dapat diterima oleh pihak-pihak yang terlibat. Karena
itu, al-mizan tidak cukup dimaknai sebagai keseimbangan abstrak. Ia
menuntut ukuran yang adil dalam hubungan nyata antara manusia.

Ayat ini ditutup dengan larangan pada lafadz &) 3ed) 15543 Y 5, yaitu
jangan mengurangi atau merusak mizan. Larangan ini sejalan dengan
peringatan sebelumnya agar manusia tidak melampaui batas. Dalam
pembacaan etik, pengurangan mizan dapat dipahami sebagai tindakan
yang membuat hubungan menjadi timpang. Ketika ukuran dirusak, ada
pihak yang diuntungkan secara tidak wajar, sementara pihak lain
menerima kerugian atau beban yang tidak semestinya.

Prinsip tersebut diperkuat oleh surah Al-An’am ayat 152. Jika

surah Ar-Rahman ayat 7-9 memberikan dasar umum tentang mizan, surah

57 Shihab, 500.
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Al-An’am ayat 152 membawa prinsip itu ke dalam hubungan sosial yang
lebih konkret. Allah swt berfirman:
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Artinya: “Janganlah kamu mendekati (menggunakan) harta anak
vatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia
mencapai (usia) dewasa. Sempurnakanlah takaran dan timbangan
dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut
kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, lakukanlah secara adil
sekalipun dia kerabat(-mu). Penuhilah pula janji Allah. Demikian
itu Dia perintahkan kepadamu agar kamu mengambil pelajaran.”

Ayat ini berada dalam rangkaian wasiat Allah yang mengatur
hubungan manusia dengan sesamanya. Di dalamnya terdapat beberapa
perintah yang saling berkaitan: menjaga harta anak yatim,
menyempurnakan takaran dan timbangan dengan adil, tidak membebani
seseorang melebihi kemampuannya, berlaku adil dalam ucapan, dan
memenuhi janji. Susunan tersebut memperlihatkan bahwa keseimbangan
dalam Al-Qur’an tidak hanya menyangkut benda yang ditimbang, tetapi
juga cara manusia memperlakukan pihak lain.

Dalam Tafsir Al-Mishbah, Quraish Shihab menjelaskan bahwa
larangan mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang terbaik,
menunjukkan perlindungan terhadap pihak yang lemah. Setelah itu, ayat
memerintahkan Lidlly &) 5al s B0 158505 yaitu menyempurnakan takaran

dan timbangan dengan adil. Bentuk perintah ini penting karena Al-Qur’an
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tidak hanya meminta manusia agar tidak mengurangi, tetapi juga agar
berusaha menyempurnakan ukuran secara benar.>®

Pada bagian ini, lafadz Ll kembali mendapat penekanan. Quraish
Shihab menjelaskan bahwa Lol mengandung makna keadilan yang
membuat pihak-pihak yang bertransaksi tidak dirugikan. Keadilan di sini
bukan hanya adil menurut pihak yang memberi, tetapi juga adil bagi pihak
yang menerima. Dalam a/-mizan, ukuran yang benar tidak bisa ditentukan
sepihak. Ia harus memperhatikan hubungan dua pihak agar tidak ada yang
mengambil lebih atau menerima kurang dari semestinya.>

Ayat ini kemudian menyatakan W5 ¥) Uil Gl Y, bahwa Allah
tidak membebani sesecorang kecuali sesuai kemampuannya. Menurut
Quraish Shihab, kalimat ini mengingatkan bahwa dalam kehidupan sehari-
hari tidak selalu mudah mencapai ukuran yang benar-benar pasti. Karena
itu, manusia diperintahkan untuk menimbang dan menakar sebaik
mungkin sesuai kemampuan. Penjelasan ini memberi ruang bagi prinsip
proporsionalitas. Keadilan tidak menuntut sesuatu di luar batas
kemampuan, tetapi menuntut kesungguhan untuk memenuhi ukuran secara
benar dalam batas kemampuan yang ada.®

Bagian tersebut penting bagi indikator al-mizan karena
keseimbangan tidak hanya berkaitan dengan hasil, tetapi juga dengan

kapasitas pihak yang menjalankan tanggung jawab. Beban dan kewajiban

58 M Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an Vol. 4
(Jakarta: Lentera Hati, 2002), 345.

59 Shihab, 346.

60 Shihab, 346.
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tidak boleh dilepaskan dari kemampuan manusia. Jika seseorang dibebani
melampaui kapasitasnya, maka keseimbangan dalam hubungan itu
terganggu. Dengan demikian, proporsionalitas menjadi bagian dari
keadilan.

Ayat ini juga memerintahkan ) shac o 28 13) 5, yaitu apabila seseorang
berbicara, hendaklah ia berlaku adil. Quraish Shihab menjelaskan bahwa
ucapan dapat benar, salah, atau tidak membawa manfaat. Perintah berlaku
adil dalam ucapan berarti menempatkan ucapan pada tempatnya. Ucapan
yang benar sekalipun dapat kehilangan nilai keadilannya apabila
disampaikan pada waktu, cara, atau konteks yang tidak tepat. Di sini,
mizan tidak hanya berlaku pada takaran benda, tetapi juga pada sikap,
perkataan, dan keputusan.®!

Perintah berlaku adil dalam ucapan ditekankan dengan frasa &% 33
O Y meskipun terhadap kerabat. Kedekatan hubungan tidak boleh
merusak ukuran keadilan. Dalam hubungan sosial, keberpihakan kepada
keluarga atau kelompok sendiri dapat membuat seseorang keluar dari
keseimbangan. Karena itu, a/-mizan juga menuntut ketepatan dalam
bersikap terhadap pihak lain, bukan hanya ketepatan dalam menimbang
sesuatu.

Ayat ini ditutup dengan perintah pada lafadz L3l ) xeas, yaitu
memenuhi janji Allah. Quraish Shihab menjelaskan bahwa janji dalam

ayat ini dapat dipahami sebagai janji kepada Allah, janji kepada sesama

61 Shihab, 347.
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manusia, atau perjanjian yang ditegaskan atas nama Allah. Dalam susunan
ayat, perintah ini melengkapi prinsip a/-mizan. Hubungan yang adil tidak
hanya membutuhkan ukuran yang benar, tetapi juga kesetiaan terhadap
komitmen yang telah dibuat.®

Dari dua ayat tersebut, a/-mizan dapat dipahami sebagai prinsip
keadilan yang menuntut keseimbangan, ukuran yang benar, dan
proporsionalitas dalam hubungan antarmanusia. Diawali dengan surah Ar-
Rahman ayat 7-9 yang menegaskan bahwa keseimbangan adalah bagian
dari tatanan yang Allah tetapkan dan manusia tidak boleh merusaknya,
kemudian surah Al-An’am ayat 152 yang memperkuat prinsip dengan
memperluasnya ke dalam kehidupan sosial melalui takaran yang harus
disempurnakan, beban yang harus sesuai dengan kemampuan, ucapan
harus adil, dan janji harus dipenuhi. Keduanya membentuk satu garis
pemahaman bahwa keadilan tidak hanya menuntut hak diberikan, tetapi
juga ukuran yang mengatur hubungan itu harus dijaga.

Dengan demikian, a/-mizan menjadi indikator kedua dalam
membaca keadilan Qur’ani. Indikator ini menegaskan bahwa keadilan
tidak hanya berkaitan dengan apakah hak telah diberikan, tetapi juga
apakah hubungan antara hak, kewajiban, beban, kemampuan, dan
tanggung jawab telah berada dalam ukuran yang wajar. Dalam kaitannya
dengan relasi kerja modern, prinsip ini dapat menjadi dasar untuk menilai

keseimbangan antara beban kerja, imbalan, tanggung jawab, dan kapasitas

62 Shihab, 348.
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manusia. Pembahasan lebih lanjut mengenai relevansi indikator ini dalam
relasi kerja modern akan dijelaskan pada bagian berikutnya.
Integritas dan Ketidakberpihakan

Indikator ketiga yang dapat dirumuskan dari pembacaan tematik
terhadap ayat-ayat keadilan adalah keadilan sebagai integritas dan
ketidakberpihakan. Jika a/-hugug menekankan pemenuhan hak dan a/-
mizan menekankan keseimbangan ukuran, maka indikator ini menyoroti
sikap moral yang menjaga keadilan dari bias, kebencian, manipulasi, dan
penyalahgunaan kuasa. Dalam penelitian ini, integritas dan
ketidakberpihakan dibangun melalui analisa terhadap surah Al-Ma’idah
ayat 8 sebagai ayat inti dan surah Al-Qasas ayat 26 sebagai ayat
pendukung.

Dalam surah Al-Ma’idah ayat 8 menjadi dasar utama karena ayat
ini menegaskan keharusan berlaku adil meskipun terhadap pihak yang
tidak disukai. Allah swt berfirman:

i e g S 1Kz ¥ Leddy it 4 G el a0 Gl
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Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu
penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang
bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu
kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil
karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada
Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu
kerjakan.”
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Ayat ini memuat perintah agar orang beriman menjadi penegak
kebenaran dan orang-orang yang bersaksi dengan adil. Sehingga keadilan
dalam ayat ini tidak hanya diletakkan sebagai sikap sosial, tetapi juga
sebagai tanggung jawab yang berdiri karena Allah. Dengan dasar tersebut,
keadilan tidak boleh mengikuti kepentingan pribadi, tekanan kelompok,
atau kedekatan emosional. Ia harus dijaga sebagai bagian dari ketaatan.

Dalam Tafsir Al-Mishbah, M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa
ayat ini masih berkaitan dengan pesan-pesan Ilahi sebelumnya, terutama
setelah Al-Qur’an menjelaskan kebolehan berinteraksi dengan ahlul kitab.
Dalam konteks itu, orang beriman tetap dituntut untuk berlaku adil,
termasuk kepada pihak yang berbeda identitas atau tidak berada dalam
kelompok yang sama.®® Penjelasan ini penting karena keadilan tidak boleh
hanya berlaku kepada pihak yang disukai atau yang dekat secara sosial.
Keadilan justru diuji ketika seseorang berhadapan dengan pihak lain yang
berbeda, berjarak, atau bahkan tidak disukai.

Quraish Shihab juga membandingkan redaksi surah Al-Ma’idah :
8 dengan An-Nisa’ : 135. Dalam surah An-Nisa’, redaksi L—wﬂh
didahulukan, sedangkan dalam surah Al-Ma’idah : 8 yang didahulukan 4.
Perbedaan ini menunjukkan tekanan makna yang berbeda. Pada surat Al-
Ma’iadah : 8, keadilan dikaitkan lebih dahulu dengan pelaksanaan sesuatu

karena Allah.** Dengan demikian, keadilan dalam ayat ini tidak semata-

3 M Quraish Shihab, Tafsir AI-Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an Vol. 3
(Jakarta: Lentera Hati, 2002), 41.
64 Shihab, 41-42.
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mata lahir dari pertimbangan sosial, tetapi dari kesadaran bahwa seseorang
bertanggung jawab di hadapan Allah atas sikap dan keputusannya.

Bagian penting dalam ayat ini terdapat pada larangan yang
disebutkan dalam si55 Y1 e 58 Gl 2&a 35 Y5, Lafadz » 3 G55 menunjuk
pada kebencian terhadap suatu kaum. Al-Qur’an menegaskan bahwa
kebencian tidak boleh mendorong seseorang untuk berlaku tidak adil.
Dalam pembacaan etik, ayat ini menunjukkan bahwa kezaliman tidak
selalu lahir dari ketidaktahuan terhadap kebenaran. Kezaliman juga dapat
muncul ketika seseorang mengetahui ukuran yang benar, tetapi
membiarkan kebencian, prasangka, atau kepentingan kelompok
menggeser keputusannya.

Perintah ¢s 38l & 581 ) memperkuat tekanan tersebut. Keadilan
disebut lebih dekat kepada takwa karena keadilan menuntut seseorang
menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dalam penjelasan Quraish Shihab,
keadilan dapat mencegah dampak buruk dalam kehidupan ketika sikap
manusia ditempatkan secara tepat. Bahkan kasih sayang sekalipun, apabila
tidak diletakkan pada tempatnya, dapat melahirkan akibat yang tidak
baik.% Dengan demikian, keadilan tidak identik dengan sikap keras, tetapi
dengan ketepatan dalam menempatkan hak, sikap, dan keputusan.

Dari penafsiran tersebut, integritas menjadi unsur penting dalam
keadilan. Seseorang tidak cukup disebut adil hanya karena mampu

bersikap baik kepada pihak yang disukai. Keadilan justru menuntut

65 Shihab, 42.
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kemampuan menahan diri dari keberpihakan yang zalim, baik karena
kebencian maupun karena kedekatan. Ayat ini menolak keputusan yang
lahir dari dorongan subjektif karena keputusan semacam itu dapat
menggeser hak pihak lain dari tempatnya yang semestinya.

Prinsip tersebut diperkuat oleh surah Al-Qasas ayat 26. Ayat ini
tidak secara langsung berbicara tentang larangan berlaku zalim, tetapi
memuat dasar penilaian yang penting dalam konteks pemberian tugas atau
pekerjaan. Allah swt berfirman:

o
£
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Artinya: “Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata,
“Wahai ayahku, pekerjakanlah dia. Sesungguhnya sebaik-baik
orang yang engkau pekerjakan adalah orang yang kuat lagi dapat
dipercaya.”

Ayat ini berada dalam kisah Nabi Musa AS ketika salah seorang
dari dua perempuan mengusulkan kepada ayahnya agar Nabi Musa AS
dipekerjakan. Alasan yang dikemukakan bukan kedekatan, belas kasihan,
atau pertimbangan yang kabur, melainkan dua sifat yang jelas, yaitu Ls;sl\
dan &Y. Dalam pembacaan tematik, ayat ini memperlihatkan bahwa
pemberian tugas seharusnya didasarkan pada ukuran yang dapat
dipertanggungjawabkan, yaitu kemampuan dan amanah.

Dalam Tafsir Al-Mishbah, Quraish Shihab menjelaskan bahwa

usulan tersebut muncul setelah perempuan itu melihat kekuatan fisik dan

6 M Quraish Shihab, Tafsir A-Mishbah: Pesan. Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an Vol. 10
(Jakarta: Lentera Hati, 2002), 334.
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wibawa Musa ketika membantu mengambilkan air untuk ternak mereka.
Amanah Nabi Musa juga tampak dari sikapnya yang menjaga kehormatan
dan tidak memanfaatkan keadaan.®” Dengan demikian, ayat ini tidak hanya
mengisahkan permintaan untuk mempekerjakan seseorang, tetapi juga
menunjukkan bahwa pekerjaan atau tanggung jawab sebaiknya diberikan
berdasarkan kelayakan moral dan kemampuan yang nyata.

Pada lafadz éj?if\i»\ membawa ayat ini ke dalam wilayah hubungan
kerja atau pemberian tugas. Namun, tekanan utama ayat ini terletak pada
alasan yang mengikutinya, yaitu ‘s & sl & ali oa 53 ). Orang terbaik
untuk dipekerjakan adalah orang yang memiliki kekuatan dan amanah.
Dengan susunan ini, Al-Qur’an memperlihatkan bahwa pekerjaan tidak
boleh dilepaskan dari kriteria etik. Seseorang tidak cukup dipilih karena
disukai atau dekat, tetapi karena memiliki kelayakan yang sesuai dengan
tugas.

Quraish Shihab menjelaskan bahwa is;ﬂ\ tidak hanya berarti kuat
secara fisik. Maknanya dapat mencakup kekuatan dalam berbagai bidang
sesuai jenis tugas yang diberikan.®® Jika tugas menuntut kemampuan fisik,
kekuatan fisik menjadi penting. Jika tugas menuntut ilmu, keterampilan,
atau strategi, maka kekuatan dapat dipahami sebagai kecakapan dalam

bidang tersebut. Dari sini, keadilan dalam pemberian tugas menuntut

67 Shihab, 334.
68 Shihab, 334.Shihab, 334.
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kesesuaian antara kemampuan seseorang dan tanggung jawab yang
diberikan kepadanya.

Adapun lafadz S menunjuk pada sifat dapat dipercaya. Amanah
berkaitan dengan integritas pribadi, yaitu kemampuan menjaga apa yang
berada dalam tanggungannya dan tidak mengambil sesuatu yang bukan
haknya. Sifat ini penting karena kemampuan tanpa amanah dapat menjadi
sumber kerusakan. Orang yang cakap, tetapi tidak dapat dipercaya, dapat
menggunakan kemampuannya untuk kepentingan pribadi dan merugikan
pihak lain.

Dua sifat tersebut saling melengkapi. Lafadz Zs;sl\ menunjukkan
kemampuan untuk menjalankan tugas, sedangkan lafadz Y
menunjukkan integritas dalam memegang tanggung jawab. Dalam
kerangka indikator integritas dan ketidakberpihakan, ayat ini memberi
dasar bahwa keputusan dalam memberikan tugas, pekerjaan, atau
tanggung jawab harus bertumpu pada kriteria yang benar. Jika keputusan
didasarkan pada kedekatan, kepentingan, atau tekanan tertentu, maka tugas
dapat diberikan bukan kepada pihak yang paling layak, tetapi kepada pihak
yang paling menguntungkan secara subjektif.

Quraish Shihab juga mengutip pandangan yang menunjukkan
bahwa apabila dua sifat itu tidak dapat terpenuhi secara sempurna dalam
satu orang, prioritas dapat berbeda sesuai kebutuhan tugas. Pada tugas

tertentu, kemampuan mungkin lebih didahulukan. Pada tugas lain, amanah
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dapat menjadi syarat yang lebih menentukan.®

Penjelasan ini
memperlihatkan bahwa keadilan dalam penilaian tidak selalu berarti
memakai ukuran yang sama untuk semua keadaan. Keadilan menuntut
pertimbangan yang tepat sesuai fungsi, tanggung jawab, dan risiko dari
tugas yang diberikan.

Dari dua ayat tersebut, indikator integritas dan ketidakberpihakan
dapat dipahami sebagai keadilan yang menuntut objektivitas dalam sikap
dan keputusan. Diawali dengan surah Al-Ma’idah ayat 8 yang menegaskan
bahwa kebencian tidak boleh mendorong seseorang berlaku tidak adil, di
perkuat dengan surah Al-Qasas ayat 26 yang memperlihatkan bahwa
pemberian tugas harus didasarkan pada kemampuan dan amanah.
Keduanya membentuk satu garis pemahaman bahwa keadilan tidak cukup
hanya menolak pengurangan hak, tetapi juga menuntut keputusan yang
bersih dari bias dan didasarkan pada ukuran yang dapat
dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian, integritas dan ketidakberpihakan menjadi
indikator ketiga dalam membaca keadilan Qur’ani. Indikator ini
menegaskan bahwa keadilan harus dijaga dari kebencian, keberpihakan
yang tidak proporsional, manipulasi, dan penyalahgunaan kuasa. Dalam
kaitannya dengan relasi kerja modern, prinsip ini dapat menjadi dasar
untuk menilai apakah keputusan tentang tugas, penilaian, kepercayaan,

promosi, atau sanksi dilakukan secara objektif dan bertanggung jawab.

8 Shihab, Tafsir A-Mishbah: Pesan. Kesan Dan Keserasian AI-Qur’an Vol. 10, 334-35.
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Pembahasan lebih lanjut mengenai relevansi indikator ini dalam relasi
kerja modern akan dijelaskan pada bagian berikutnya.
Transaksi dan Kontrak (mu ‘amalah)

Indikator keempat yang dapat dirumuskan dari pembacaan tematik
terhadap ayat-ayat keadilan adalah keadilan dalam transaksi dan kontrak.
Jika al-hugug menekankan pemenuhan hak, al-mizan menekankan
keseimbangan, dan larangan za/im menekankan integritas serta
ketidakberpihakan, maka mu‘amalah menegaskan bahwa hubungan
antarmanusia harus dibangun di atas akad yang jelas, kerelaan yang benar,
dan tanggung jawab untuk menjaga kesepakatan. Dalam penelitian ini,
indikator mu ‘amalah dibangun melalui analisa terhadap surah Al-Ma’idah
ayat 1, kemudian surah An-Nisa’ ayat 29, dan surah Al-Baqarah 282.

Dalam surah Al-Ma’idah ayat 1 menjadi dasar utama karena ayat

ini secara langsung memuat perintah untuk memenuhi akad. Allah swt

berfirman:
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Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji!
Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan
kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu
ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya
Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.”

Bagian yang menjadi pusat pembahasan dalam indikator ini adalah

lafadz 2584 )83, Perintah ini menunjukkan bahwa akad bukan sekadar
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pernyataan formal, tetapi ikatan yang harus dijaga dan dipenuhi. Dalam
hubungan sosial, akad menjadi dasar agar hak dan kewajiban para pihak
tidak berjalan secara kabur. Karena itu, ayat ini relevan untuk membangun
indikator keadilan dalam transaksi dan kontrak.

Dalam Tafsir Al-Mishbah, M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa
surah ini diawali dengan panggilan kepada orang-orang beriman untuk
memenuhi akad dan ketentuan yang telah disepakati.”® Kandungan awal
surah ini wajar dibuka dengan perintah tersebut karena dalam surah Al-
Ma’idah memuat banyak tuntunan tentang perjanjian, baik antara manusia
dengan Allah maupun antara manusia dengan sesamanya. Dengan
demikian, sejak awal ayat, perhatian pembaca diarahkan pada pentingnya
menjaga komitmen.

Quraish Shihab menjelaskan lafadz 3 55 sebagai bentuk jamak dari
3. Kata ini pada mulanya berarti mengikat sesuatu dengan sesuatu
sehingga tidak terlepas darinya. Dari makna dasar ini, akad dapat dipahami
sebagai ikatan yang membuat pihak-pihak yang berjanji terikat dengan
ketentuan yang telah mereka sepakati.”! Penjelasan ini penting karena akad
tidak hanya dipahami sebagai ucapan atau dokumen, tetapi juga sebagai
ikatan moral yang menahan seseorang agar tidak bertindak sewenang-

wenang setelah kesepakatan terbentuk.

70 Shihab, Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an Vol. 3, 6.
71 Shihab, 7.
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Kemudian lafadz |53 juga memberi tekanan penting. Quraish
Shihab mengaitkannya dengan makna memenuhi secara sempurna, bahkan
dalam arti memberikan lebih dari kadar yang semestinya.”” Makna ini
menunjukkan bahwa pemenuhan akad tidak boleh dilakukan secara asal-
asalan atau hanya sekadar memenuhi bentuk luarnya. Akad menuntut
kesungguhan untuk melaksanakan isi perjanjian dengan baik. Dalam
kerangka mu‘amalah, keadilan kontraktual tidak hanya berarti adanya
kesepakatan, tetapi juga kesediaan para pihak untuk menjalankan
kesepakatan itu secara jujur dan penuh tanggung jawab.

Perintah memenuhi akad dalam ayat ini mencakup banyak bentuk
ikatan. Ia meliputi akad antara manusia dengan Allah, perjanjian antara
manusia dengan sesamanya, serta ikatan sosial yang lahir dari hubungan-
hubungan tertentu. Selama perjanjian itu tidak mengandung pengharaman
yang halal atau penghalalan yang haram, maka ia wajib dipenuhi. Dengan
keluasan ini, akad dalam Al-Qur’an tidak terbatas pada satu jenis transaksi
tertentu, tetapi mencakup berbagai bentuk hubungan yang mengikat para
pihak.

Dari sisi etik, cakupan tersebut menunjukkan bahwa keadilan
dalam mu ‘amalah membutuhkan kejelasan dan kesetiaan terhadap ikatan
yang telah dibuat. Ketika seseorang masuk dalam suatu perjanjian, ia tidak
lagi bebas bertindak hanya berdasarkan kepentingannya sendiri. Ia terikat

oleh hak pihak lain dan oleh tanggung jawab yang telah ia setujui. Karena

72 Shihab, 7.
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itu, pelanggaran terhadap akad bukan hanya pelanggaran administratif,
tetapi juga pelanggaran terhadap amanah dan keadilan dalam hubungan
antarmanusia.

Prinsip akad tersebut diperkuat oleh surah An-Nisa’ ayat 29. Jika
ayat sebelumnya menekankan kewajiban memenuhi akad, maka surah ini
memperjelas bahwa transaksi tidak boleh dibangun di atas cara yang batil
dan harus berlangsung atas dasar kerelaan. Allah swt berfirman:
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Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu
memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar),
kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara
kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah
adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Ayat ini melarang orang-orang beriman memakan harta di antara
mereka dengan cara yang batil. Larangan tersebut kemudian diberi
pengecualian, yaitu apabila harta diperoleh melalui perdagangan yang
berlangsung atas dasar kerelaan di antara para pihak. Dalam pembacaan
tematik tentang mu‘amalah, ayat ini penting karena keadilan dalam
transaksi tidak cukup dilihat dari adanya pertukaran, tetapi juga dari cara
pertukaran itu terjadi. Transaksi yang tampak sah secara lahir dapat
kehilangan nilai keadilannya apabila di dalamnya terdapat penipuan,

tekanan, atau kerelaan yang tidak benar-benar bebas.
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Dalam Tafsir Al-Mishbah, Quraish Shihab menjelaskan bahwa
ayat ini datang setelah pembahasan tentang perolehan harta melalui
warisan dan mahar. Setelah itu, Al-Qur’an berbicara tentang perolehan
harta melalui usaha masing-masing.”® Pada bagian ini, Al-Qur’an memberi
batas bahwa harta tidak boleh diperoleh melalui jalan yang batil, tetapi
harus melalui perniagaan yang didasarkan pada kerelaan. Penjelasan ini
menunjukkan bahwa Islam tidak menolak aktivitas ekonomi, tetapi
menempatkannya dalam batas etik agar harta tidak diperoleh dengan cara
yang merusak hak orang lain.

Pada lafadz eﬁ‘y\‘ mendapat perhatian penting dalam penafsiran
Quraish Shihab. Kata tersebut tidak hanya menunjuk pada harta pribadi
masing-masing, tetapi juga menggambarkan harta yang beredar di tengah
masyarakat. Harta memang dapat dimiliki secara individual, tetapi dalam
kehidupan sosial ia memiliki fungsi bersama.’® Karena itu, larangan
memakan harta “di antara kamu” dengan cara batil memperlihatkan bahwa
penyalahgunaan harta tidak hanya merugikan satu pihak, tetapi juga dapat
merusak keteraturan sosial yang lebih luas.

Redaksi &5 memberi kesan adanya hubungan timbal balik di
antara manusia. Kata ini menggambarkan harta yang berada di tengah
hubungan sosial. Ketika ada pihak yang mengambil harta itu secara tidak

benar, hubungan menjadi rusak dan pihak lain dapat dirugikan. Dalam

73 Shihab, Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an Vol. 2, 411.
74 Shihab, 412.
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kerangka mu‘amalah, redaksi ini menunjukkan bahwa transaksi selalu
melibatkan pihak lain. Karena itu, keadilan dalam transaksi tidak boleh
dilihat dari keuntungan satu pihak saja, tetapi harus memperhatikan
akibatnya bagi pihak-pihak yang terlibat.

Bagian utama dari larangan ayat ini terdapat pada lafadz Jhll,
Dalam penjelasan Quraish Shihab, a/-batil berkaitan dengan pelanggaran
terhadap ketentuan agama atau persyaratan yang disepakati. Transaksi
yang mengandung unsur kebohongan, penipuan, pengambilan secara tidak
sah, atau cara yang bertentangan dengan aturan termasuk dalam cakupan
batil.” Dengan demikian, larangan ini tidak hanya mencakup pencurian
atau perampasan secara terang-terangan, tetapi juga bentuk pengambilan
keuntungan yang tampak formal tetapi merugikan pihak lain.

Ayat ini kemudian memberi pengecualian melalui bagian ayat
yang menyebutkan &ix al3 Ge 553 &8 & Y). Bagian ini menegaskan
bahwa perolehan harta dibenarkan apabila berlangsung melalui
perdagangan atau transaksi yang berdasarkan kerelaan. Quraish Shihab
menjelaskan bahwa kerelaan memang merupakan sesuatu yang
tersembunyi di dalam hati, tetapi tanda-tandanya dapat terlihat melalui ijab
kabul, serah terima, atau kebiasaan yang dikenal dalam masyarakat

sebagai bentuk persetujuan.’® Dengan begitu, kerelaan tidak boleh hanya

75 Shihab, 413.
76 Shihab, 413.
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diklaim secara sepihak; ia harus tampak dalam bentuk kesepakatan yang
dapat dikenali.

Lafadz & (=5 (e menjadi penting bagi indikator mu‘amalabh.
Kerelaan yang dimaksud bukan sekadar persetujuan lahiriah, tetapi
persetujuan yang tidak lahir dari tekanan, penipuan, atau ketidaktahuan.
Suatu transaksi bisa saja tampak berlangsung atas dasar persetujuan, tetapi
secara etik tetap bermasalah apabila salah satu pihak tidak memahami isi
kesepakatan, berada dalam posisi terpaksa, atau tidak memiliki ruang yang
cukup untuk menolak. Karena itu, kerelaan dalam ayat ini perlu dibaca
bersama prinsip kejelasan, kejujuran, dan tidak merugikan pihak lain.

Quraish Shihab juga menyinggung bahwa hubungan timbal balik
yang harmonis, peraturan yang mengikat, serta sanksi terhadap
pelanggaran merupakan bagian penting dalam aktivitas bisnis.”’
Perniagaan tidak boleh hanya berorientasi pada keuntungan materi semata.
Ia harus berjalan dalam tata hubungan yang menjaga hak para pihak.
Dalam konteks ini, mu‘amalah tidak hanya berbicara tentang sah atau
tidaknya transaksi, tetapi juga tentang kualitas etik dari hubungan yang
terjadi di dalamnya.

Prinsip akad dan kerelaan tersebut kemudian diperkuat oleh surah
Al-Baqarah ayat 282. Ayat ini tidak diposisikan sebagai dasar utama dalam

indikator, tetapi sebagai penguat pada aspek kejelasan, pencatatan,

77 Shihab, 413.
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persaksian, dan perlindungan para pihak dalam transaksi. Allah swt
berfirman:

&2 o > A }59%})0 7 Y.
Jialy a8 oS K5 EG fad e J o (EIE 1) B 50 @

-

""'4:; A wj Mok L;.U\ 2 5 A Al WSS T eas ot s
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YAY oot o iga i 28T 1,80

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu
berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu
mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu
menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk
menuliskannya  sebagaimana  Allah  telah  mengajar-kan
kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang
berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada
Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun.
Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah
(keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah
walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua
orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua
orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang
perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi
(vang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa,
vang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak
apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai
batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang
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demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan
kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan,
kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu
jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika
kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli
dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga
saksi. Jika kamu melakukan (vang demikian), sesungguhnya hal itu
suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah
memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui
segala sesuatu.”

Surah ini dikenal sebagai ayat al-mudayanah, yaitu ayat tentang
utang-piutang. Dalam Tafsir Al-Mishbah, Quraish Shihab menjelaskan
bahwa ayat ini berbicara tentang transaksi tidak tunai.’® Penempatannya
setelah pembahasan sedekah dan riba menunjukkan bahwa Al-Qur’an
memberi perhatian besar terhadap pemeliharaan harta, perlindungan para
pihak, dan pencegahan perselisihan dalam hubungan mu‘amalah.

Lafadz £4/5 dijelaskan sebagai kata yang berasal dari akar makna
dayn, yang berkaitan dengan utang dan hubungan timbal balik. Dari lafadz
ini terlihat bahwa mu ‘amalah tidak hanya melibatkan perpindahan harta,
tetapi juga hubungan kewajiban antara pihak-pihak yang bertransaksi.
Karena itu, transaksi tidak tunai membutuhkan kejelasan mengenai
jumlah, waktu, dan tanggung jawab masing-masing pihak. Dalam
kerangka mu‘amalah, kejelasan ini menjadi bagian dari keadilan karena
hak seseorang dapat terganggu jika hubungan transaksi dibiarkan kabur.

Perintah $5588 menunjukkan pentingnya pencatatan. Quraish

Shihab menjelaskan bahwa perintah menulis utang-piutang dipahami oleh

78 M. Quraish Shihab, Tafsir AlI-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian AlI-Quran Vol. 1
(Jakarta: Lentera Hati, 2002), 602.
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banyak ulama sebagai anjuran, bukan kewajiban mutlak. Namun,
pencatatan dapat menjadi sangat penting ketika tidak ada kepercayaan
yang cukup atau ketika dikhawatirkan terjadi pengingkaran di kemudian
hari.” Penjelasan ini menunjukkan bahwa pencatatan bukan sekadar
urusan administratif, tetapi cara menjaga hak dan mencegah sengketa.

Ayat ini kemudian memerintahkan Jﬁo\-; N Lty il yaitu
hendaklah seorang penulis menuliskannya dengan adil. Dalam penafsiran
Quraish Shihab, penulis harus memenuhi unsur kemampuan dan keadilan.
Ia tidak cukup hanya bisa menulis, tetapi juga harus menulis dengan benar,
tidak memihak, dan memahami ketentuan yang berlaku.®® Keadilan dalam
penulisan menjadi penting karena dokumen transaksi dapat menentukan
hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat. Jika penulis tidak adil,
tulisan yang seharusnya menjaga hak justru dapat menjadi alat
ketidakadilan.

Lafadz dlﬂlg memperlihatkan bahwa dokumentasi transaksi harus
berada dalam prinsip keadilan. Pencatatan tidak boleh dibuat untuk
menguntungkan salah satu pihak atau menutupi hak pihak lain. Di sini,
mu‘amalah tidak hanya menuntut adanya akad, tetapi juga menuntut agar
akad itu tertulis atau terdokumentasi secara jujur ketika diperlukan.
Keadilan kontraktual tidak hanya berada pada isi kesepakatan, tetapi juga

pada cara kesepakatan itu dirumuskan dan dibuktikan.

79 Shihab, 603.
80 Shihab, 604
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Ayat ini juga menegaskan bahwa pihak yang berutanglah yang
mengimlakkan isi perjanjian melalui lafadz Gall e Lsi\ Judls. Quraish
Shihab menjelaskan bahwa hal ini karena pihak yang berutang berada
dalam posisi yang mengetahui tanggungan yang ada pada dirinya. Namun,
1a juga diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah dan tidak mengurangi
sedikit pun dari kewajibannya melalui lafadz Wi 4 (w335 ¥ 5.8 Bagian ini
penting karena kejelasan transaksi harus diiringi kejujuran dari pihak yang
memiliki tanggungan.

Lafadz Gs 4 4% Y5 memperkuat hubungan ayat ini dengan
prinsip keadilan. Pihak yang berutang tidak boleh mengurangi sedikit pun
dari apa yang menjadi kewajibannya. Dalam konteks mu‘amalah,
pencatatan tidak boleh digunakan untuk mengaburkan tanggung jawab.
Dokumen transaksi harus menjaga kebenaran hak, bukan menjadi ruang
untuk mengurangi atau menyembunyikan kewajiban.

Ayat ini juga mengatur keadaan ketika pihak yang memiliki
tanggungan tidak mampu mengimlakkan sendiri, baik karena lemah akal,
lemah keadaan, atau sebab lain. Dalam keadaan demikian, walinya diminta
mengimlakkan dengan adil. Pengaturan ini memperlihatkan bahwa Al-
Qur’an memberi perhatian kepada pihak yang lemah dalam transaksi.
Mereka tidak boleh dibiarkan kehilangan hak hanya karena keterbatasan
dalam menyampaikan atau memahami perjanjian. Di sini, keadilan

mu‘amalah tampak sebagai perlindungan terhadap pihak yang rentan.

81 Shihab, 605.



84

Bagian 4al I 158 3 1sia 888 41208 Y5 menegaskan agar
transaksi tidak diremehkan untuk dicatat, baik kecil maupun besar. Dalam
penafsiran Quraish Shihab, hal-hal kecil pun dapat menimbulkan
perselisthan besar apabila tidak jelas sejak awal. Ini penting dalam
mu‘amalah karena banyak konflik lahir bukan dari nilai transaksi yang
besar, tetapi dari ketidakjelasan, kelalaian, atau anggapan bahwa hal kecil
tidak perlu dicatat.®?

Ayat ini kemudian menyebut bahwa pencatatan tersebut 4 2ic L
53658 Wi 3505 83l 23805, yaitu lebih adil di sisi Allah, lebih menguatkan
persaksian, dan lebih dekat untuk menghilangkan keraguan. Redaksi ini
menjadi inti kontribusi dalam surah Al-Baqarah : 282 bagi indikator
mu‘amalah. Keadilan dalam transaksi membutuhkan kejelasan, bukti, dan
keterbukaan agar hak para pihak tidak mudah diperdebatkan.

Dari ketiga ayat tersebut, keadilan dalam mu‘amalah dapat
dipahami sebagai keadilan yang menuntut akad yang dipenuhi, transaksi
yang bebas dari kebatilan, kerelaan yang benar, serta kejelasan dalam
pencatatan dan persaksian. Diawali dengan surah Al-Ma’idah ayat 1 yang
menegaskan kewajiban memenuhi akad, dilanjutkan dalam surah An-
Nisa’ ayat 29 yang menolak perolehan harta dengan cara batil dan
menekankan kerelaan dalam transaksi, dan surah Al-Baqarah ayat 282
memperkuat perlunya dokumentasi yang adil agar hak dan kewajiban para

pihak tidak kabur.

82 Shihab, 601-9.
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Dengan demikian, mu‘amalah menjadi indikator keempat dalam
membaca keadilan Qur’ani. Indikator ini menegaskan bahwa relasi
antarmanusia tidak cukup dinilai dari adanya kesepakatan formal.
Kesepakatan tersebut harus jelas, dijalankan dengan jujur, berlangsung
atas dasar kerelaan yang benar, dan dilindungi oleh pencatatan atau bukti
yang dapat dipertanggungjawabkan ketika diperlukan. Dalam kaitannya
dengan relasi kerja modern, prinsip ini menjadi dasar untuk menilai apakah
hubungan kerja dibangun melalui kesepakatan yang jelas, bebas dari unsur
batil, tidak memuat kerelaan semu, dan tidak membuka ruang pengurangan
hak. Pembahasan lebih lanjut mengenai relevansi indikator ini dalam relasi
kerja modern akan dijelaskan pada bagian berikutnya.

C. Relevansi Indikator Keadilan Qur’ani dalam Relasi Kerja Modern

Setelah empat indikator keadilan Qur’ani dirumuskan melalui
pembacaan ayat-ayat Al-Qur’an dan penafsirannya dalam 7afsir AI-Mishbah,
indikator tersebut dapat dibaca sebagai kerangka etik untuk memahami relasi
kerja modern. Relasi kerja dalam penelitian ini dipahami sebagai hubungan
antara pekerja dan pemberi kerja yang melibatkan hak, kewajiban, upah, beban
kerja, tanggung jawab, keputusan kerja, dan kesepakatan kontraktual.
Pembahasan ini tidak diarahkan untuk menggantikan hukum ketenagakerjaan
atau menilai kasus kerja tertentu secara empiris, tetapi untuk melihat apakah
relasi kerja telah berjalan sesuai prinsip keadilan yang dibangun dari Al-

Qur’an.
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Relasi kerja modern tidak cukup dipahami sebagai hubungan ekonomi
semata. Kajian etika kerja Islam menunjukkan bahwa kerja berkaitan dengan
tanggung jawab moral, amanah, kejujuran, dan keadilan dalam hubungan
organisasi. Karena itu, relasi kerja tidak hanya dinilai dari produktivitas atau
keuntungan, tetapi juga dari cara hak dipenuhi, beban diletakkan, keputusan
dibuat, dan kesepakatan dijalankan.®’

Dalam konteks ini, indikator al-hugqug menegaskan bahwa hak pekerja
harus dipenuhi dan tidak boleh dikurangi. Pembacaan terhadap surah Al-
Mutaffifin : 1-3, Hud : 85, dan An-Nisa’ : 58 menunjukkan bahwa pengurangan
hak, perendahan nilai hak, dan pengabaian amanah merupakan bentuk
ketidakadilan. Dalam relasi kerja, prinsip ini berkaitan dengan upah, waktu
kerja, beban tambahan, perlakuan yang layak, dan kepastian hak. Isu ini juga
sejalan dengan gagasan kerja layak yang menempatkan pendapatan memadai,
waktu kerja layak, perlindungan sosial, dan perlakuan setara sebagai unsur
penting dalam kualitas kerja modern.

Indikator a/-mizan memberi tekanan bahwa relasi kerja harus berada
dalam ukuran yang seimbang. Surah Ar-Rahman : 7-9 menegaskan pentingnya
mizan sebagai keseimbangan yang tidak boleh dirusak, sedangkan Al-An’am :
152 memperluasnya melalui prinsip takaran yang adil, kemampuan, ucapan
yang tepat, dan pemenuhan janji. Dalam relasi kerja, prinsip ini berarti beban

kerja, upah, tanggung jawab, kemampuan, dan perlindungan harus berada

83 Amilin Amilin et al., “Islamic Work Ethics and Organizational Justice Implementation in
Reaching Accountants’ Job Satisfaction,” Academy of Accounting and Financial Studies Journal 22,
no. 1 (2018): 2-3.

8 Intenational Labour Office, “Working Time and Work-Life Balance Around the World.”
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dalam proporsi yang wajar. Keadilan tidak selalu berarti kesamaan matematis,
tetapi kesesuaian antara hak, kewajiban, kualitas, manfaat, dan tanggung jawab
masing-masing pihak.®’

Selain hak dan keseimbangan, relasi kerja juga membutuhkan integritas
serta ketidakberpihakan. Surah Al-Ma’idah : 8 menegaskan bahwa kebencian
tidak boleh mendorong seseorang berlaku tidak adil, sedangkan Al-Qasas : 26
menunjukkan pentingnya kemampuan dan amanah melalui lafaz e 5333\
Prinsip ini relevan dalam keputusan kerja seperti rekrutmen, promosi,
pembagian tugas, penilaian kinerja, pemberian sanksi, dan pemutusan
hubungan kerja. Keputusan yang dipengaruhi kedekatan pribadi, prasangka,
tekanan, atau kepentingan sepihak bergerak menjauh dari prinsip keadilan.®¢

Indikator mu ‘amalah melengkapi pembacaan tersebut dengan
menekankan kejelasan akad dan kerelaan dalam hubungan kontraktual. Surah
Al-Ma’idah : 1 menegaskan perintah memenuhi akad, An-Nisa’ : 29 menolak
perolehan harta dengan cara batil dan menekankan kerelaan, sedangkan Al-
Bagarah : 282 memperkuat pentingnya pencatatan dan kejelasan transaksi.
Dalam relasi kerja modern, prinsip ini berkaitan dengan kontrak kerja,
deskripsi tugas, ketentuan upah, waktu kerja, hak cuti, tanggung jawab, dan

mekanisme penyelesaian masalah. Persetujuan formal belum tentu adil apabila

85 Rizali, “Makna Asas Keadilan Sebagai Dasar Transaksi Dalam Islam,” 4-6.
8 Amilin et al., “Islamic Work Ethics and Organizational Justice Implementation in
Reaching Accountants’ Job Satisfaction,” 8.
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isi kesepakatan kabur, dipahami secara timpang, atau lahir dari tekanan posisi
yang tidak seimbang.’’

Dengan demikian, relevansi indikator keadilan Qur’ani dalam relasi
kerja modern terletak pada kemampuannya memberi ukuran etik bagi
hubungan antara pekerja dan pemberi kerja. Al-hugug menuntut pemenuhan
hak, al-mizan menjaga proporsionalitas, larangan zal/im menuntut integritas
dalam keputusan, dan mu ‘amalah menegaskan kejelasan akad serta kerelaan.
Keempat indikator ini saling melengkapi untuk membaca apakah suatu relasi
kerja telah berjalan secara adil, tidak merugikan salah satu pihak, dan tetap
sesuai dengan nilai keadilan yang dibangun dari Al-Qur’an melalui Tafsir Al-

Mishbah.

87 Harisah, Kustiyatur Rahmah, and Yenny Susilawati, “Konsep Islam Tentang Keadilan
Dalam Muamalah,” SYAR'IE: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam 3, no. 2 (2020): 172.



BAB YV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, penelitian ini
menghasilkan tiga kesimpulan. Yang pertama, konsep keadilan dalam Al-
Qur’an berdasarkan Tafsir AI-Mishbah tidak hanya terbatas pada ayat-ayat
yang menggunakan lafaz ‘ad/. Keadilan juga tampak melalui ayat-ayat yang
berbicara tentang al-gist, al-mizan, hak, amanah, larangan kezaliman, serta
prinsip muamalah. Melalui penafsiran M. Quraish Shihab, keadilan dapat
dipahami sebagai prinsip etik yang mengatur hubungan antarmanusia agar hak
dipenuhi, ukuran dijaga secara seimbang, keputusan dilakukan secara objektif,
dan relasi sosial tidak merugikan salah satu pihak.

Yang kedua, indikator keadilan Qur’ani dalam penelitian ini
dirumuskan ke dalam empat aspek, yaitu pemenuhan hak (al-huquq),
keseimbangan  dan  proporsionalitas  (al-mizanm), integritas  serta
ketidakberpihakan, dan keadilan dalam transaksi atau kontrak (mu ‘amalah).
Keempat indikator tersebut saling melengkapi. Al-huquq menekankan
pemenuhan hak, a/-mizan menekankan ukuran yang proporsional, larangan
zalim menekankan objektivitas dan penolakan terhadap bias, sedangkan
mu ‘amalah menekankan kejelasan akad, kerelaan, dan pemenuhan
kesepakatan.

Yang ketiga, indikator keadilan Qur’ani tersebut relevan untuk

membaca relasi kerja modern sebagai kerangka etik. Hubungan kerja tidak

89
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cukup dinilai dari adanya upah, kontrak, atau aturan formal, tetapi juga dari
terpenuhi atau tidaknya hak pekerja, seimbang atau tidaknya beban dan
imbalan, objektif atau tidaknya keputusan kerja, serta jelas atau tidaknya akad
yang mengikat para pihak. Dengan demikian, etika keadilan Al-Qur’an dapat
digunakan untuk menilai relasi kerja modern secara moral tanpa menggantikan

fungsi hukum ketenagakerjaan atau aturan teknis perusahaan.

. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat beberapa saran yang dapat
diajukan, pertama, kajian Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir perlu terus membaca tema
keadilan secara tematik, tidak hanya melalui lafaz ‘adl, tetapi juga melalui
ayat-ayat yang berkaitan dengan hak, keseimbangan, amanah, larangan
kedzaliman, akad, dan transaksi.

Kedua, penelitian selanjutnya dapat membandingkan penafsiran M.
Quraish Shihab dengan mufasir lain, baik klasik maupun kontemporer, agar
rumusan indikator keadilan Qur’ani dapat dilihat secara lebih luas.

Ketiga, penelitian berikutnya dapat menguji indikator al-hugiiq, al-
mizan, anti-zulm, dan mu ‘amalah pada kasus konkret dalam dunia kerja, seperti
sistem upah, kontrak kerja, beban kerja, atau pengambilan keputusan dalam
organisasi.

Keempat, pihak yang terlibat dalam relasi kerja dapat menjadikan hasil
penelitian ini sebagai bahan refleksi etik. Relasi kerja yang adil tidak hanya
membutuhkan aturan formal, tetapi juga pemenuhan hak, keseimbangan
tanggung jawab, objektivitas keputusan, dan kejelasan akad agar tidak

merugikan salah satu pihak.
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